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ABSTRAK
NAMA : MUH. SYARIF NURDIN
NIM : 10200112097
JURUSAN : Ekonomi Islam
JUDUL : Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan antar :
: Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman)
Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui dan menganalisis
pandangan Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang perbankan syariah, (2)
mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh dalam memandang
perbankan syariah, (3) mengetahui analisis pemikiran Nejatullah Siddiqi dan
Afzalur Rahman tentang perbankan syariah.
Metodologi yang digunakan adalah (1) Jenis-jenis penelilitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan obyek penelitian pustaka (library
research), (2) sumber data terdiri dari; (a) data primer berupa tulisan langsung
yang ditulis oleh Nejatullah Siddiqi “Bank Islam”, dan tulisan yang ditulis
langsung oleh Afzalur Rahman “Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3 dan 4”, (b) data
sekunder berupa literatur-literatur lain yang membahas tentang perbankan syariah,
(3) pengumpulan data melalui studi kepustakaan, (4) pendekatan penelitian yang
digunakan adalah sosio historis (5) teknik analisis yang digunakan adalah deduksi
dan komparasi.
Hasil pembahasan menunjukkan pertama, Nejatullah Siddiqi dan Afzalur
Rahman dengan tegas menolak bunga dan menjadikan mudharabah sebagi solusi
pengganti bunga. Kedua, Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman secara umum
memiliki kesamaan pandangan mengenai perbankan syariah yakni proses
peralihan pranata bunga ke pranata bagi hasil dan penekanan penanggung
kerugian pada pemodal. Adapun perbedaanya terlatak pada cara pandang
penolakan bunga dan pengambilan keuntungan dalam pinjaman jangka pendek.
Ketiga, analisis mengenai pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Afzalur rahman,
dalam analisis pandangannya tentang perbankan syariah, Nejatullah Siddiqi lebih
menekankan pada pendekatan ekonomi makro, sedangkan Afzalur Rahman lebih
menekankan pada pendekatan fiqhi. Analisis tentang bunga bank, Nejatullah
Siddiqi dan Afzalur Rahman sepakat tidak adanya alasan penerimaan penggunaan
bunga bank, terkecuali kurangnya akses untuk menghindarinya. analisis terhadap
pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang pinjaman jangka
pendek, menurut penulis, pinjaman yang bersifat kebajikan tidak diperbolehkan
pengambilan keuntungan sedangkan pinjaman yang bersifat utang piutang
diperkenankan pengambilan keuntungan. Pemikiran Nejatullah Siddiqi dan
Afzalur Rahman tentang penanggungan kerugian pada pihak pemodal saja
cenderung stagnan pada pemikiran empat mazhab dan seharusnya penanggungan
kerugian ditanggung bersama antara pemodal dan peminjam.





Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan
dengan tindakan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya untuk bertahan
hidup. Olehnya itu kegiatan ekonomi merupakan hal yang sangat urgent dalam
dinamika kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin
berkembang, yang menjadikan kegiatan ekonomi semakin variatif. Bersamaan
dengan itu bermunculan lembaga penunjang kemajuan ekonomi, salah satunya
adalah lembaga perbankan yang mengatur alur arus keuangan. Perkembangan
keuangan di dunia barat dalam bentuk pelembagaan tumbuh subur dengan
sentuhan teknologi yang memudahkan arus transaksi.
Satu hal yang menjadi ciri khas dari keuangan ini khususnya pada
perbankan ialah penggunaan bunga pada sistem operasionalnya. Kehadiran
institusi perbankan dalam dunia Islam bukanlah hal yang asing, karena istilah
perbankan sudah dikenal sejak masa pertengahan Islam dahulu.1 Hal ini senada
dengan apa yang dikatakan Robert Rodkey bahwa bank deposit yang pertama
terjadi pada abad yang ke-15, yaitu berabad-abad di masa pertengahan zaman
Islam.2 Namun, ketika dikaitkan sistem perbankan modern pada saat ini maka
1Riza Yulista Fajar, “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi’i
Antonio”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 2.
2Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Ekonomi dalam Persfektif Islam (Cet. I; Bandung: CV Pustaka
Setia, 2002), h. 207.
2kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian keislaman.3 Karena itu,
bila ditinjau dari hukum Islam maka perkara lembaga ini termasuk dalam perkara
ijtihadiyyah. Sebagai masalah ijtihadiyyah maka perkara ini tidak akan lepas dari
permasalahan  beda pendapat antara pemikir yang satu dengan pemikir lainnya.
Oleh karena yang menjadi titik sentral dari permasalahan seputar keuangan,
khususnya perbankan berada pada seputar bunga dan implementasi aqad, maka
dalam hal ini para pemikir kontemporer berbeda dalam menyikapi permasalahan
ini.
Sepanjang dua puluh tahun yang lalu, perkembangan pesat bentuk
perdagangan yang unik ini bertepatan dengan meningkatnya kekayaan di timur
tengah dan sebagaian asia, dan bersamaan pula dengan penolakan terhadap
praktek-praktek barat yang sekuler.4 Bank syariah kemudian muncul sebagai
reaksi dari ketidakterimaan masyarakat muslim terhadap sistem keuangan
konvensional yang menggunakan sistem MAGHRIB (Maysir Gharar dan Riba)
pada pelakasanaan sistemnya. Bank syariah  merupakan bentuk lembaga
keuangan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas
bunga. Seiring berjalannya waktu perkembangan keuangan syariah mengalami
peningkatan, terlihat dari berakhirnya kolonialisme dan munculnya trend
keberagaman telah merangsang kebangkitan kembali keuangan Islam, disamping
kekayaan besar yang dihasilkan melalui lonjakan minyak mempercepat
3Riza Yulista Fajar, “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi’i
Antonio”, h. 2.
4Frank Fogel dan Samuel Hayes, Hukum Keungan Islam:Konsep, Teori Dan Praktik
(Cet. I; Bandung: Penerbit Nusamedia,  2007), h. 13.
3pertumbuhannya.5 Disamping berakhirnya kolonialisme dan meningkatnya
pendapatan dari minyak, hal yang tak kalah pentingnya yang mempengaruhi
perkembangan bank syariah ialah munculnya gerakan revivalis Islam. Yakni
sebuah proses pembaharuan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam untuk
menghidupkan kembali semua struktur sosial, moral dan agama kepada dasar
aslinya, yakni al-Qur’an dan sunnah.6
Perkembangan yang lebih signifikan mulai muncul pada pertengahan abad
ke-20. Gerakan pertama yang dilakukan adalah mengemukakan doktrin ekonomi
Islam. Orang pertama yang menggagas ekonomi Islam secara normatif adalah
Sayyid Abu al-A’la al-Maududi (1930-1979). Dengan paradigma bahwa “Islam
sebagai jalan hidup yang sempurna”. Pemikiran Maududi kemudian dilanjutkan
oleh Muhammad Baqir al-Shadar (1931-1980), terutama dalam hal perbedaan
antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yang tengah berkembang di
dunia, baik barat maupun timur. Pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh
Maududi dan Baqir al-Shadar cenderung normatif yang terlepas dari ekonomi
modern yang tengah berkembang. Pemikiran ekonomi yang dimodifikasi dengan
ekonomi modern mulai muncul pada pertengahan abad 1960 an. Pada fase ini
muncul ekonom muslim yakni Muhammad Najetullah Siddiqi, Muhammad Abdul
Manan, dan Afzalur Rahman. Pemikiran ketiga ekonom itu mengidentifikasi dan
mempromosikan norma-norma perilaku untuk memandu kaum muslimin dalam
5Frank Fogel dan Samuel Hayes, Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik,
h. 19.
6Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its
Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga: Studi
Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2008),
h. 3.
4aktivitas ekonominya. Selaras dengan munculnya pemikaran tersebut, muncul
upaya merealisasikan ekonomi Islam dalam bentuk lembaga keuangan, maka
lembaga keuangan pertama yang dibentuk adalah perbankan yang domotori oleh
OKI (Organisasi Konferensi Islam).7
Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran
dua gerakan renaissance Islam modern: neo-revivalis dan modernis.8 Kedua
gerakan inilah yang memberi warna terhadap perkembangan teoritis mengenai
keuangan syariah. Gerakan modernis lebih menekankan perhatiannya terhadap
aspek moral-spritual dalam memahami prinsip syariah, dan berusaha
menginterpretasikan al-Qur’an dan sunnah berdasarkan semangat pancaran
nilainya dengan pemahaman yang luas terhadap kandungan dasarnya.9 Tokoh
yang termasuk dalam gerakan ini ialah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Assad
(1984), Said an-Najjar (1989), dan Mun’im an-Namir (1989).10 Sedangkan
gerakan neo revivalis menfokuskan perhatiannya terhadap aspek pelaksanaan dari
prinsip syariah dengan tanpa melakukan penafsiran kembali terhadap pesan-pasan
eksplisit yang terkandung dalam teks, baik al-Qur’an maupun sunnah.11 Tokoh
yang termasuk dalam gerakan ini ialah Sayyid Qutb (1961), Hasan al-Banna
7Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga perekonomian Umat (Cet. 1; Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 13-14.
8Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar (Cet. 1; Jakarta: Referensi
GP Press Group, 2014), h. 89.
9Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its
Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga: Studi
Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer”, h. 2.
10Riza Yulista Fajar,  “Riba dan bunga bank dalam pandangan Muhammad Syafi’i
Antonio”, h. 3.
11Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer”, h. 26.
5(1949), dan Abu al-A’la al-Maududi (1979). Terlepas dari perbedaan pendapat
antara pemikir diatas, membuat penulis tergugah untuk mengkaji dan
menganalisis lebih mendalam pendapat Nejatullah siddiqi dan Afzalur Rahman
mengenai perbankan syariah dengan judul “Perbankan Syariah (Studi
Perbandingan Pandangan antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman mengenai
perbankan syariah?
2. Apakah persamaan dan perbedaan Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman
dalam memandang perbankan syariah?
3. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Afzalur
Rahman tentang perbankan syariah?
C. Pengertian Judul
1. Definisi Bank Syariah
Dalam Undang–undang No. 10 Tahun 1998, tentang pokok–pokok
Perbankan, definisi bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan kredit dan jasa–jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran
uang.12 Menurut Kasmir Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke
12Lilis Erna Ariyanti, “Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, ROA dan
Kualitas Aktiva Produktif  Terhadap Perubahan Laba pada Bank Umum di Indonesia”, Tesis
(Semarang: Program Studi Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Dipinegoro, 2010), h.13.
6masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.13 Sedangkan pengertian lain
menurut menurut Sawaldjo Puspopranoto bank adalah lembaga keuangan yang
menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di
bank terutama untuk pemberian kredit.14 Beberapa pengertian tersebut
mendefinisikan bank sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya
kembali dalam bentuk kredit serta memberi jasa bank lainnya untuk
mempermudah arus transaksi keuangan.
Bank syariah menurut M. Dawam Rahardjo adalah bank yang beroperasi
sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha
yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau
sebagai lembaga perantara keuangan.15 Sedangkan menurut Karnaen
Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio bank syariah adalah bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.16 Definisi tersebut dapat
dipahami bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menjalankan
kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bebas bunga.
13Imroatul Khazanah, dkk., “Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam
upaya Upaya Meminimalisir Tunggakan Kredit  (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 2., No. 2, (Juni 2013),
h.3. http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id (3 Juni 2016).
14Imroatul Khazanah, dkk., “Sistem dan Produser Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam
Upaya Memminimalisir Tunggakan Kredit  (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Unit Tanjungrejo Malang)”, h.3.
15Dawam  Raharjo, Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi (Jakarta: LSAF, 1999), h.4.
16Karnaen Perwataarmaja dan Syafi’i Antonio , Apa dan Bagaimana Bank Islam
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h.1.
7D. Kajian Pustaka
Dalam kajian pustaka ini penulis menghadirkan beberapa referensi
sebelumnya yang telah membahas perbankan syariah. Tujuannya adalah untuk
menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan penelitian,
sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain.
Dalam berbagai penelitian mengenai perbankan syariah tentunya cukup banyak
dan beragam yang juga mengkaji tentang perbankan syariah namun substansinya
berbeda dengan persoalan yang akan diteliti. Olehnya itu penulis tidak
menghadirkan seluruh penelitian terdahulu akan tetapi  hanya menghadirkan
penelitian yang relevan saja dengan tema penelitian.
Penelitian terdahulu yang membahas seputar perbankan syariah
diantaranya sebagai berikut:
1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Khutub yang berjudul “Perbankan
Syariah dalam Pandangan Tokoh-tokoh Hisbuttahrir Indonesia”, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Penelitian ini
menggunakan metode kombinasi penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa pandangan tokoh-
tokoh Hisbuttahrir Indonesia mempunyai kesamaan terkait sistem perbankan
syariah saat ini yang menganut sistem kapitalis adalah sebuah pandangan
yang tidak sesuai dengan konteks zaman. Bahwa kaum muslimin saat ini
dituntun untuk mempunyai jalan alternatif dalam menghadapi hegemoni
kapitalisme dan sistem ekonomi Islam saat ini adalah sebuah jawaban
8kerena mempunyai perpaduan sistem ekonomi masa lalu dan masa kini.17
Menurut  penelitian ini menitikberatkan penelitiannya terhadap perbankan
syariah sebagai bentuk penolakan terhadap sistem kapitalis yang ada pada
saat ini. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak dijelaskannya secara
rinci mengenai mekanisme perbankan syariah yang membuat lebih baik dari
sistem kapitalisme. Menurut penulis, skripsi ini tidak membahas secara
komprehensif mengenai perbankan syariah dimana  terdapat berbagai
macam akad, sehingga dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang
mendorong masyarakat menggunakan perbankan syariah.
2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zamah Sari dengan judul “Perspektif
Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung 2015. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualititaf untuk mempertegas dan
mengambarkan keadaan yang sebenarnya tentang prespektif Kyai NU
terhadap perbankan syariah di Indonesia dengan mempertanyakan beberapa
pertanyaan tentang produk-produknya serta kondisi keterkinian pada
perbankan syariah di Indonesia apakah sudah sesuai dengan fiqih muamalah
dan kaidah-kaidah Islam pada umumnya, serta menyimpulkan pendapat-
pendapat tersebut untuk kemudian sebagai referensi bagi masyarakat
khusuya di Tulungagung untuk mengambil keputusan dalam bermuamalat.
Hasil dari penelitian ini memaparkan pendapat kyai Nahdalatul Ulama
terhadap bank syariah pada saat ini belum sepenuhnya sempurna dalam
17Muhammad Khutub, “Perbankan Syariah Dalam Pandangan Tokoh-tokoh Hizbuttahrir
Indonesia”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).
9menjalankan prinsip-prinsip syariah. Faktor yang menyebabkan tidak
sempurnanya bank syariah dalam praktiknya adalah praktisi yang
menjalankan masih memiliki kekurangan akan pengetahuan terhadap bank
syariah. Tidak hanya itu dalam pengelolaan perbankan syariah ada beberapa
praktisi yang tidak menjalankan kegiatan bank syariah sesuai prinsip syariah
serta masih kurang pahamnya masyarakat terhadap akad dan produk pada
bank syariah. Hal inilah membuat masyarakat membutuhkan pandangan dari
para ulama akan pengetahuan tentang hukum syariah yang ada diperbankan
sehingga masyarakat tidak ada keraguan tentang apa yang akan mereka
ambil.18 Penelitian ini hanya memaparkan perbankan syariah dari segi
subyek yang menjalankannya, sehingga yang dikritisi hanya orang yang
bergelut dalam lingkaran perbankan syariah. Kelemahan dari penelitian ini
menurut , penenlitian ini tidak membahas secara komprehensif mengenai
perbankan syariah dimana di dalamnya terdapat berbagai macam akad yang
perlu dijelaskan mekanisme kerjanya yang bertentangan dengan nilai-nilai
Islam.
3. Skripsi yang disusun oleh Fuad Tsani yang berjudul “Bunga Bank (Studi
Perbandingan antara Pandangan Muhammad Abduh dan Murtadha
Mutahhar)”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan membandingkan
pendapat tokoh. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Muhammad Abduh
18Ahmad Zamah Sari, “Prepektif Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap
Perbankan Syariah”, Skripsi (Tulungagung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung,
2015).
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dan Murtadha Mutahhari sesungguhnya mengharamkan riba. Namun
Muhammad Abduh dalam mensyaratkan pengharam riba hanya berpegang
pada unsur pelipatgandaan yang menurutnya ada unsur penindasan dan
eksploitasi. Sementara pada persoalan bunga bank Muhammad Abduh
cenderung menghalalkan bunga bank dengan syarat bunga tersebut
ditentukan suku bunganya dan dalam pelaksanaanya diawasi oleh
pemerintah. Sementara Murtadha Mutahhari mengharamkan riba dan
menganggap bunga bank itu haram karena nasabah tahu benar uangnya
dipinjamkan secara berbunga oleh bank kepada orang lain.19 Meskipun
penelitian ini berkaitan dengan perbankan syariah, namun hanya membahas
bunga bank secara khusus dengan membandingkan dua pendapat yang
berbeda.
Meskipun pembahasan mengenai perbankan syariah telah ada sebelumnya,
bukan berarti bahwa penelitian itu sudah final namun perlu dibahas kembali
mengingat perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat akhir-akhir
ini. Olehnya itu penulis akan melakukan penelitian mengenai pandangan
Najetullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang perbankan syariah.
E.Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Agar terarah dan rasional, kegiatan ilmiah memerlukan metode yang
sesuai dengan obyek yang dibicarakan, fungsinya untuk mendapatkan hasil yang
19Fuad Tsani, “Bunga bank (Studi Perbandingan antara ) Pandangan Muhammad Abduh
dan Murtadha Mutahhari)”, Skripsi (Yogykarta: Fak. Syariah Unversitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2009).
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memuaskan dalam upaya agar kegiatan penelitian ilmiah ini dapat terlaksana
secara terarah dan mendapatkan hasil yang optimal.20
Jenis penelilitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan obyek
penelitian pustaka (library research). Penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis
statistik atau cara kuantifikasi lainnya.21 Jenis penelitian ini mengambil teori-teori
yang barasal dari buku literatur dan juga mengumpulkan berbagai informasi dari
literatur kepustakaan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini,
Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan antara Nejatullah Siddiqi dan
Afzalur Rahman).
2. Sumber Data
Sumber data merupakan sumber informasi yang didapatkan  dalam
penelitian untuk kemudian diolah menjadi sebuah informasi baru. Dalam
penelitian ini, data dapat diperoleh melalui dua sumber, yakni data primer dan
data sekunder.
a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari tulisan langsung oleh tokoh
yang diangkat dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid dan
lengkap maka penulis melakukan pengkajian terhadap buku yang ditulis
langsung oleh Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman, diantaranya buku
karangan Najetullah Siddiqi “Bank Islam”, buku karangan Afzalur Rahman
“Doktrin Ekonomi Islam”.
20Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Indonesia, 1986), h.10; dikutip dalam
Asral Fuadi, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Reduksitas
Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013), h.18.
21http://digilib.uinsby.ac.id/80/6/Bab%203.pdf
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b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer.
Data sekunder ini seperti buku-buku yang membahas seputar pandangan tokoh
lainnya yang membahas seputar perbankan syariah. Penelitian ini, juga
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material
yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti : majalah, dokumen, informan,
catatan ilmiah, internet, kisah-kisah sejarah dan lain-lain yang masih
berhubungan dengan tema penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka
untuk mendapatkan data yang valid  menggunakan teknik pengumpulan data studi
kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data, mengkaji, dan menelaah berbagai
buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian untuk
kemudian dianalisa lebih lanjut.
Teknik ini digunakan untuk pengolahan data penelitian yang sudah
diperoleh yang dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data
sedemikian rupa, sehingga dapat dibaca (Readeable) dan dapat ditafsirkan
(interpretable).22
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosio-
historis. Pendekatan ini menelusuri latar belakang kehidupan tokoh yang
membentuk dan mempengaruhi corak pemikiran sang tokoh dalam melahirkan
gagasan-gagasannya mengenai perbankan syariah.
22Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Cet. III;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 123.
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5. Analisis Data
Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian,
mempelajari dan mengelolah data-data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan
yang konkrit mengenai pembahasan yang diteliti dan dibahas. Untuk menganalisis
penelitian ini  menggunakan dua analisis, yaitu:
a. Deduksi, yaitu menganalisa data yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat
umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini
terlebih dahulu memaparkan semua data yang terkait dengan kedua tokoh, baik
tentang biografi, karya, maupun pemikirannya mengenai perbankan syariah.
b. Komparasi, yaitu menganalisa data yang berbeda dengan jalan membandingkan
untuk mengetahui perbedaan yang ada. Metode ini akan membandingkan
pemikiran Nejetullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang perbankan syariah.
F. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui dan menganalisis pandangan Nejatullah Siddiqi dan Afzlur
Rahman mengenai perbankan syariah.
2. Mengetahui letak perbedaan pendapat antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur
Rahman dalam memandang perbankan syariah.
3. Mengetahui analisis Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman dalam
memandang perbankan syariah.
Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:
a. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah pemikiran  pada umumnya, dan
civitas akademika jurusan ekonomi Islam. Selain itu diharapkan menjadi
14
stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus
berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
b. Secara praktis, dapat menjadi rujukan terhadap praktek bank syariah, sesuai
dengan perkembangan dewasa ini.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Bank
1. Pengertian Bank
Istilah “bank” berasal dari kata Italia banco yang berarti kepingan papan
tempat buku, sejenis meja.1 Kata bank dapat ditelusuri dari kata banque dalam
bahasa Prancis, dan dari banco dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/ lemari
atau bangku, dimana konotasi dari kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar
yang ditunjukkan bank komersial, yakni kata peti atau lemari menyiratkan fungsi
sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti
uang, dan sebagainya.2 Definisi lain dari bank yang dikemukakan oleh Malayu S.
P. Hasibuan bahwa bank merupakan lembaga keuangan, pencipta uang,
pengumpul uang, dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan  penagihan,
stabilitas moneter, dan dinamisator pertumbuhan perekonomian.3
Menurut Verryn Stuart bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk
memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau
dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan
mengedarkan alat-alat penukar berupa uang giral atau jenis uang lainnya.4
1Muhammad Maslaehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam (Cet. III; Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2014), h. 1.
2Irwan Misbach, Bank syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan (Cet. I;
Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 17.
3Malayu S.P Hasibuan, Teori dan Praktik Kegiatan Operasional Bank (Jakarta: PT Citra
Haji Masagung, 1996). h. 3; dikutip dalam Muslimin Kara, Kebijakan Perbankan Syariah di
Indonesia (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 61.
4Irwan Misbach, Kualitas Layanan Bank Syariah (Makassar: Alauddin University Press,
2012), h. 21.
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Pada umumnya, tidak terdapat definisi yang tepat berkenan dengan bank,
perbankan New York mendefinisikan pengertian bank sebagai segala tempat
transaksi valuta setempat, juga merupakan tempat usaha yang berbentuk trust,
pemberian diskonto dan memperjualbelikan surat kuasa, draf, rekenening, dan
sistem pinjaman, menerima deposito dan semua bentuk surat berharga, menerima
peminjaman, memberi pinjaman uang dengan memberikan jaminan berbentuk
harta maupun keselamatan pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak,
uang, dan rekening bank.5
Perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu
menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.6 Dalam
pasal 1 butir 1 nomor 7 tahun 1992 yang dimaksud perbankan adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat banyak.7
2. Jenis-jenis Bank
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan
terdapat berbagai jenis bank, yakni:8
a. Dari segi fungsinya
1) Bank Sentral
5Muhammad  Maslaehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, h. 1.
6PKES, Perbankan Syari’ah (Cet. IV; Jakarta: PKES Publishing, 2007),  h. 8.
7Wiroso, Produk Perbankan Syariah, edisi revisi (Cet. I; Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h.
39.
8Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, edisi pertama (Cet. I;
Jakarta: Kencana, 2010), h. 13.
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Merupakan bank yang berfungi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam
negara, bank sentral yang ada di Indonesia adalah bank Indonesia.
2) Bank Umum
Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan
dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit
jangka pendek.9
3) Bank Tabungan
Bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk
tabungan dan dalam usahanya.10 Contohnya Bank Tabungan Milik Negara.
4) Bank Pembangunan
Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan
dalam bentuk deposito dan atau dalam bentuk kertas berharga jangka menengah
dan jangka panjang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka
menengah dan panjang dibidang pembangunan. Contohnya Bank Pembangunan
Milik Negara.11
5) Bank Desa
Bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi,
jagung, dan sebagainya) dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam
9Soediyono Reksoprayitno, Prinsip-Prinsip Dasar Mnajemen Bank Umum Penerapannya
di Indonesia, edisi pertama ( Cet. 1; Yogyakarta: BPFE, 1992), h. 37.
10Thamrin Abdullah, dan Francis Tantri, Bank dan lembaga keuangan, edisi pertama (Cet.
III; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 26.
11Soediyono Reksoprayitno, Prinsip-Prinsip Dasar Mnajemen Bank Umum
Penerapannya di Indonesia,  h. 38-39.
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bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan
pedesaan.12
Namun setelah keluar UU pokok perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan
ditegaskan lagi dengan keluarnya UU No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan
terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat dimana bank umum dan
bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum sedangkan bank desa dan
bank pegawai berubah menjadi bank pengkreditan rakyat.13
b. Dari segi pemiliknya
1) Bank milik negara
Bank yang seluruh atau sebagaian asetnya dimiliki oleh pemerintah,
diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri , dan
Bank Tabungan Negara.14
2) Bank milik pemerintah daerah
Merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
3) Bank-bank milik swasta
Bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak swasta
dalam negeri.
4) Bank koperasi
Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan
seluruh modalnya menjadi milik koperasi, contohnya Bank Bukopin.
12Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan lembaga keuangan, h. 27.
13Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, edisi revisi (Cet. IX; Jakarta: Rajawali
Press, 2009), h. 35.




Bank yang seluruh atau sebaagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak asing.
c. Dari segi penciptaan uang
1) Bank primer
Bank yang dapat menciptakan uang giral, yang termasuk bank primer yaitu
bank senteral yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan
uang giral, dan bank umum yang dapat menciptakan uang giral.15
2) Bank sekunder
Bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit, yang
tergolong bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (bank
pembangunan dan bank hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.16 Sedangkan
menurut Ismail jenis-jenis bank ada empat, ia menambahkan jenis bank ditinjau
dari segi cara penentuan harga yakni; bank konvensional dan bank syariah.17
B. Bank Konvensional
1. Pengertian Bank Konvensional
Para ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum
(konvensional) sebagai institusi keuangan yang beriorentasi pada laba.18 Bank
konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1
ayat 3  No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan
15Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan lembaga keuangan, 2014), edisi
pertama, h. 30.
16Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, 2014), edisi
pertama, h. 30.
17Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, h. 19.
18Dian Ariani, “Persepsi Masyarakat Umum terhadap Bank Syariah di Medan”, Tesis
(Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2007), h. 13.
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prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.19
2. Sejarah Perkembangan Bank Konvensional
Bank yang asal katanya berasal dari kata banco yakni sejenis meja,
kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukkan “meja” tempat
penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang
valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka, dari
sinilah awal mulanya timbul perkataan uang.20 Jika ditelusuri sejarah dikenalnya
kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, dalam perjalanan sejarah
kerajaan tempo dulu penukaran uangnya dilakukan antara kerajaan yang satu
dengan kerajaan lain, kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama
perdagangan valuta asing (money changer), seiring dengan perkembangan
perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena
perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan
semula hanya didaratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat, bank-bank yang
sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171,
kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320,
sedangkan perkembangan perbankan di Inggris baru dimulai pada abad ke-16.21
19Abustan, “Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan
Perbankan Konvensional”, Skripsi (Depok: Fak. Ekonomi Universitas Gunadarma, 2009), h. 5.
20Muhammad Maslehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, h. 1.
21Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, h. 35.
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C. Bank Syariah
1. Pengertian Bank Syariah
Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta
perederan uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat
Islam.22 Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank
syariah, secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai
pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan
bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Pengertian bank syariah dapat
dilihat dalam   No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa
bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank
pembiayaan rakyat syariah.23
Menurut M. Dawam Rahardjo bank syariah adalah bank yang beroperasi
sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha
yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau
sebagai lembaga perantara keuangan.24 Menurut Muhammad, Bank Islam atau
selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan
tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga
22Warkum Soemitro, Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait
(Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2004), h. 5.
23Muslimin, perbankan syari’ah, h. 62.
24Dawam Raharjo, Islam dan tranformasi sosial ekonomi (Jakarta: LSAF, 1999), h. 4.
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keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan
berlandaskan al-Qur’an dan hadis.25
Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu
bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam
adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara
beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan hadis.26
Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia, tertuang dalam UU No. 21 Tahun
2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas
bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank Pembiayaan rakyat syariah
(BPRS).27
a. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b. Unit usaha syariah, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang
melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.
c. Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
25Irwan Misbach, Kualitas Layanan Bank Syariah, h. 27.
26Abustan, “Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan pebankan Syariah dengan
Perbankan Konvensional, h.18.
27Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keungan Syariah, edisi pertama, (Cet. II; Jakarta:
Kencana, 2010), h. 61-62.
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2. Dasar Hukum Perbankan Syariah
Di dalam al-Qur’an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit.
Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan
telah terdapat dalam al-Qur’an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan
berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak
dalam al-Qur’an.28 Pedoman perbankan syariah dalam beroperasi sebagaimana
yang disebutkan dalam firmannya QS. An-Nisa 4: 29
                   
        
Terjemahan:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.29
Mardani menafsirkan Ayat ini bahwa mengambil harta orang lain dengan
tidak rela pemiliknya dan tidak ada pula penggantian yang layak.30 Berdasarkan
tafsiran tersebut dapat dipahami bahwa Islam melarang mengambil harta orang
lain yang tidak ada kerelaan dari pemilik harta tersebut. Tentunya ayat ini erat
28Ahmad Zamah Sari, “Prepektif Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap
Perbankan Syariah”, Skripsi (Tulungagung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung,
2015), h.16.
29Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahaan (Semarang : PT Toha Putra,
2012), h. 48.
30Mardani, Ayat-ayat dan Hadis ekonomi Syariah (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2012), h. 12.
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kaitanya dengan sistem perbankan saat ini yang menjadikan bunga sebagai
tumpuan dalam menjalankan opersionalnya.
Firmannya dalam QS. Ali Imran 3: 130
                
 
Terjemahan:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan”.
Riba yang dimaksud ayat ini ialah riba nasi’ah, yang menurut sebagian
besar ulama bahwa riba ini selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda, riba
nasi’ah merupakan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang
meminjamkan.31 Menilik tafsiran ayat ini, mengisyaratkan hadirnya perbankan
syariah sebagai solusi perbankan bebas bunga yang berarti adanya syarat
penambahan pembayaran lebih dari pinjaman.
Dasar hukum Perbankan syariah juga didukung oleh konstitusi dimana ia
diberlakukan. Perbankan syariah di Indonesia didukung oleh konstitusi, sudah ada
UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 10 Tahun 1998.32 Dasar hukum ini yang kemudian memperjelas dan
31Mardani, Ayat-ayat dan Hadis ekonomi Syariah, h. 16.




memperkuat pondasi perbankan syariah di Indonesia hingga mengalami
perkembangan yang cukup pesat sampai pada hari ini.
3. Sejarah Perkembangan Bank Syariah
Perbankan syariah memiliki sejarah panjang dalam mewarnai proses
perubahan keuangan secara global maupun nasional. Ini bisa dilihat dari rentetan
sejarah permulaan perbankan syariah itu hadir sampai pada saat ini.
a. Dunia Internasional
Keuangan Islam bukanlah temuan dari gerakan politik ekstrim Islam abad
ini, namun bersumber dari perintah yang ada dalam al-Qur’an dan sunnah nabi
Muhammad.33 Pada zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk
perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern, bentuk-bentuk
itu misalnya: al-musyarakah (join venture), al-bai takjiri (venture capital) al-
ijarah (leasing), at-takaful (insurance), al-bai bithaman ajil (instalment-sale),
kredit pemilikan barang (al-murabahah) pinjaman dengan tambahan bunga (riba).
Bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di Jazirah arab karena
letaknya yang amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di
kota Mekkah, Jeddah dan Madinah. Jazirah arab yang berada dijalur perdagangan
antara Asia, Afrika, dan Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-
bentuk ekonomi Mesir purba, Yunani kuno dan Romawi sekitar 2500 tahun SM
telah mengenal sistem perbankan. Demikan pula Babilonia yang sekarang menjadi
wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan 2000 tahun SM. Sejarah awal
mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan
33Frank Fogel dan Samuel Hayes, Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik,
h. 26.
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Malaysia pada sekitar 1940-an, kemudian di Mesir pada 1963 berdiri Islamic
Rural Bank dan masih berskala kecil. Menurut Abdullah Saed, sejak kelahiran
perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam
modern yaitu neorevivalis dan modernis.34 Secara kolektif, gagasan berdirinya
bank Islam ditingkat internasioanal, muncul dalam konferensi negara-negara
Islam se dunia, di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27
April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta Yang memutuskan beberapa hal
diantaranya:35
1) Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak
ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2) Diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang bersih dari sistem riba
dalam waktu secepat mungkin.
3) Sementara menunggu berdirinya bank Islam, bank-bank yang menerapakan
bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan
darurat.
b. Indonesia
Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip non ribawi pada akhirnya
berpengaruh ke Indonesia, masyarakat muslim Indonesia tahun 1970-an telah
diliputi pengharapan untuk dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah.
Pengharapan ini kemudian didukung oleh keputusan organisasi masyarakat Islam
perihal penerapan kaidah Islam dalam kegiatan perbankan, ormas Islam
34Irwan Misbach, Bank Syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, h. 25.
35Warkum Soemitro, Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait (Takaful
dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia, h. 8.
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mengeluarkan fatwa yang membahas seputar riba yakni Majlis Tarjih
Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail NU.36 Rintisan praktek bank Islam di
Indonesia dimulai pada awal periode 1990-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan
bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam, tokoh-tokoh yang terlibat dalam
pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, diantaranya adalah Karnaen A
Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin dan M.Amin Azis sebagai
uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas
diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (koperasi
Ridho Gusti).37 Perkembangan bank syariah di Indonesia, dapat diuraikan sebagai
berikut.38
1) Pada tahun 1980 Muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan
syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan koperasi Ridho Gusti.
2) Pada tahun 1990 Lokakarya MUI dimana para peserta sepakat mendirikan
bank syariah di Indonesia.
3) Pada tahun 1992 Kemunculan BMI ini kemudian diikuti dengan lahirnya
UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan
dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS.
4) Pada tahun 1998 Keluar UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.
7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank
36Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Cet. I; Malang: UIN-
Malang Press, 2009), h.19-20.
37Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar (Cet. I;Jakarta: Referensi
GP Press Group), 2014), h.100-101.
38Veithzal Rivai,dkk., Bank and Financial Instituation Management, Conventional and
Sharia System, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007),h.739-741; dikutip dalam Andri
Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan syariah, h. 63-64.
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konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor
cabang syariah.
5) Pada tahun 1999 Keluar UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah
dimana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank
komersial termasuk bank syariah. Pada tahun ini dibuka kantor cabang
bank syariah untuk pertama kali.
6) Tahun 2000 BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank
syariah dimana BI menetapakan peraturan kelembagaan perbankan
syariah. Pengembangan pasar uang antar bank syariah dan sertifikat
wadiah Bank Indonesia sebagia instrumen pasar uang syariah.
7) Tahun 2001 Pendirian unit kerja biro perbankan syariah di bank Indonesia
untuk menangani perbankan syariah.
8) Tahun 2002 Peraturan BI N/1/2002  mengenai pengenalan pembuktian
bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor
cabang syariah.
9) Tahun 2004 Keluar UU No. 5 Tahun 2004 perubahan UU No. 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan
kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan
prinsip syariah. Belakangan UU No. 23 Tahun 1999 diubah dengan
peraturan Pemerintah pengganti   No. 2 Tahun 2008. Disamping itu, BI
juga menyiapkan peraturan standarisasi akad, tingkat kesehatan, dan
lembaga penjamin simpanan. Ditahun ini juga terjadi perubahan biro
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perbankan syariah menjadi Direktorat Perbankan Syariah di Bank
Indonesia.
10) Tahun 2005 di era UU No. 10/1998 secara teknis mengenai produk
mengacu pada PBI No. 7/46/PBI /2005 tentang akad penghimpun dana dan
penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiuatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI No.
9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpun
dana penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
11) Tahun 2006 Pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan
diperkenalkannya konsep office chaneling, yakni semacam counter
layanan syariah yang terdapat di kantor cabang/ kantor cabang pembantu
bank konvensional yang sudah memiliki UUS. Hal Demikian ditemukan
dalam PBI No. 8/3/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum
konvensional menjadi bank umum syariah dan pembukaan kantor bank
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank
umum konvensional. Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpun
dana, produk penyaluran dana, jasa, dan produk dibidang sosial.
12) Tahun 2008 Pada tanggal 16 Juli 2008 UU No. 21 Tahun 2008 tentang
perbankan syariah disahkan yang memberikan landansan hukum industri
perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan
bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari
65% pertahun namun pasarnya secara nasiaonal masih dibawah 5%. Ini
mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara
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kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru
diperkenalkan dalam UU No. 21/2008, antara lain menyangkut pemisahan
UUS  baik secara sukarela maupun wajib dan komite perbankan syariah.
4. Prinsip Operasianal Bank Syariah
Secara umum, setiap bank dalam menjalankan usahanya minimal
mempunyai lima prinsip operasional, yaitu:39
a. Prinsip simpanan giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk
memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan
dananya dalam bentuk al-wadi’ah.
b. Prinsip bagi hasil, meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana
dan pengelola dana
c. Prinsip jual beli dan mark-up, merupakan pembiayaan bank yang
diperhitungkan secara lumpsum dalam bentuk nominal diatas nilai kredit yang
diterima dari bank.
d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam: sewa murni dan sewa beli
e. Prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank.
Pemenuhan prinsip syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi
ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (adl
wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah) serta tidak
mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.
39Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h.122.
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5. Produk dan Jasa Bank Syariah
Seperti halnya dalam bank konvensional, produk perbankan syariah pun
terbagi atas produk penghimpun dana, penyaluran dana dan produk jasa.
a. Produk pendanaan (funding)
Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan
deposito, prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpun dan
masyarakat adalah menggunakan aqad wadi’ah dan mudharabah.40
1) Tabungan Wadiah
Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek.41 Prinsip wadiah
yang digunakan dalam produk ini adalah wadi’ah yad dhamanah, yang berarti
bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta
menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana, produk
ini terdiri dari dua jenis, yaitu wadiah untuk ibadah yakni nasabah tidak
mengambil keuntungan dan menyalurkannya ke masjid atau BAZIS, kemudian
wadiah untuk muamalah yakni nasabah mengambil keuntungan yang
diperhitungkan berdasarkan pada saldo rata-rata diatas jumlah tertentu dalam
waktu tertentu.42
40Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h. 202.
41Wiroso, Produk Perbankan Syariah, h. 137.
42Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Cet. I; Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002), h.71.
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2) Giro wadiah
Dalam UU No. 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud
dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan
cara pemindahbukuan.43 Dari pengertian tersebut yang membedakannya dengan
tabungan hanyalah sebatas perbedaan fasilitas penarikan dananya.
3) Tabungan Mudharabahah
Mudharabhah adalah perjanjian atas suatu persekongsian dimana pihak
peratama (shohibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib)
bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.44 Sedangkan tabungan mudharabah
adalah dana yang disimpan oleh nasabah yang akan dikelola bank untuk
memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan
bersama.45 Untuk tabungan mudharabah dana dapat ditarik kapan saja.
4) Deposito mudharabah
Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank
yang bersangkutan.46 Deposito mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang
hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.
43Wiroso, Produk Perbankan syariah, h. 123.
44Wiroso, Produk Perbankan syariah, h. 139.
45Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga perekonomian Umat, h.72.
46Wiroso, Produk Perbankan Syariah, h.153.
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b. Produk pembiayaan dana (financing)
Kredit dalam sistem perbankan Islam biasanya diartikan dengan
pembiayaan. Penyaluran dananya dalam bank syariah sebagai berikut:
1) Pembiayaan mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal
investasi antara modal kerja secara penuh (trusty financing), sedangkan nasabah
menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya.47 Berbeda
dengan mudharabah dalam penyaluran dana, mudharabah dalam konsep
pembiayaan, bank bertindak sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan nasabah
bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Selanjutnya, pada saat jatuh tempo
nasabah berkewajiban mengembalikkan modal bank, baik dengan cara dicicil atau
dilunasi seluruhnya.48
2) Pembiayaan musyarakah
Wiroso dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengartikan
musyarakah sebagai akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan
ketentuan bahwa keutungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.49 Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan sebagian dari modal
usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya,
modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading asset),
47Djazuli danYadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, h.73.
48Djazuli danYadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, h.73.
49Wiroso, Produk Perbankan Syariah, h. 295.
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property, equipment, atau intangible asset (seperti hak paten dan goodwill) dan
barang lainnya yang dapat dihitung dengan uang.50
3) Pembiayaan murabahah
Kata al-murabahah diambil dari bahasa arab dari kata ar-ribhu yang
berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), sedangkan dalam definisi para
ulama terdahulu adalah jual-beli dengan modal ditambah keuntungan yang
diketahui.51 Wiroso dalam glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional
mendefinisikan murabahah yakni menjual suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih
tinggi sebagai laba.52 Jika seseorang melakukan penjualan komoditi dengan harga
lump sum tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk
murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut,
penjualan ini disebut musawamah.53 Prakteknya dalam perbankan, bank syariah
membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada
nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin
keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.54
4) Pembiyaan salam
Salam adalah transaksi jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan
belum ada atau pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan
50Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, h. 75.
51Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h. 231.
52Wiroso, Produk Perbankan Syariah, h.169.
53 Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h. 231.
54Wiroso, Produk Perbankan Syariah, h. 231.
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pembayaran dilakukan dimuka.55 Sedangkan menurut Wiroso salam adalah
pembelian komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran
segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau penjualan suatu komoditi untuk
pengiriman yang ditangguhkan sebagai imbalan atas pembayaran segera. Wiroso
dalam istilah keuangan dan perbankan syariah menyebutkan beberapa pengertian
mengenai salam diantaranya ba’i salam adalah jual beli barang yang diserahkan
dikemudian hari sementara pembayaran dimuka, jika bank bertindak sebagai
penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan
dengan cara salam maka cara itu disebut salam paralel.56
5) Pembiayaan istishna
Istisna adalah alat pembiayaan sebelum produksi untuk membiayai area
pemrosesan minyak, konstruksi tambang, dan manufaktur, istisna digunakan
ketika meminta produsen untuk membuat barang tertentu bagi pembeli.57 Menurut
Nizarul Alim istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan
barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara
pemesan dan penjual.58 Pengertian ini produk istisna menyerepai produk salam,
namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali
pembayaran.
55Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h. 239.
56Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h .225.
57Vethzal Rivai, dkk., Dasar-Dasar Keuangan Islam, edisi pertama (Cet. II; Yogyakarta:
BFFE, 2014), h. 190.
58Muhammad Nizarul Alim, Muhasabah Keuangan Syariah (Cet. I; Solo: PT Aqwam
Media Profetika, 2011), h.83.
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6) Pembiayaan ijarah
Secara bahasa ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah adalah
transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda, sedangkan
kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya. Menurut Ichsan al-ijarah
adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.59
Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah memberikan pengertian bahwa akad
ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu aset dalam waktu tertentu
dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemilikan aset.60 Selain itu dikenal
juga produk ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yakni sewa yang diakhiri dengan
pemindahan hak kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli
dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang
ditangan si penyewa.61
c. Produk Jasa (fee-based service)
Dalam menggunakan akad-akad muamalah yang sesuai dengan fiqhi Islam
ada beberapa aqad yang dapat diperguanakan diantaranya:
1) Al-Wakalah (Deputship)
Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian
mandat oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.62
Dalam perbankan syariah konsep wakalah adalah nasabah memberikan kuasa
59Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h. 245.
60Wiroso, Produk Perbankan Syariah, h. 264.
61Wiroso, Produk Perbankan Syariah, h. 264.
62Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h. 249.
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kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu,
seperti pembukaan L/C , inkaso dan tranfer uang.63
2) Al-Kafalah
Al-kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman (jaminanan) hamalah
(beban) dan zama’ah (tanggungan). Menurut madzhab Syafi’i al-kafalah adalah
akad yang menetapkan hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau
menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang
yang berhak menghadirkannya.64 Kafalah dalam pengaplikasiannya dalam
perbankan berarti bank memberikan garansi kepada nasabah, produk ini
disediakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.65
3) Al-Hawalah
Secara bahasa hawalah atau hiwalah bermakna berpindah atau berubah.
Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada
orang lain. Dalam istilah para fukoha hawalah adalah pemindahan atau pengalihan
penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung
hutang tersebut.
4) Ar-rahn
Ar-rahn adalah perjanjian dimana aset berharga digunakan sebagai
jaminan atas utang. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan
untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Rahn sebagai produk
pinjaman berarti bank hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan,
63Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, h. 81.
64Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h. 252.
65Djazuli danYadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, h. 82.
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pemeliharaan, asuransi, dan administrasi yang digadaikan, berkenan dengan hal
tersebut, maka produk rahn ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan sosial,
seperti pendidikan dan kesehatan.66
5) Al-qardh
Al-qardh ialah menghutangkan harta kepada orang lain tanpa
mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan
dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja dikehendaki.67 Dalam perbankan
al-qardh lebih dikenal sebagai pinjaman lunak bagi golongan kecil yang
membutuhkan modal. Produk ini hanya mewajibkan nasabah mengembalikkan
pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dengan nilai beli sama pada saat
meminjam.68
6) Sharf
Penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk
membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak
ditukarkan oleh nasabah.69 Secara syar’i apabila yang dipertukarkan itu mata uang
yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga
dilakukan pada waktu yang sama, sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah
mata uang yang berbeda, maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan
harga pasar dan diserah terimakan secara tunai.70
66Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, h. 80.
67Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar, h. 262-263.
68Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, h. 82.
69Wiroso, Produk Perbankan Syariah, h .676.
70Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, h. 81.
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BAB III
BIOGRAFI TOKOH DAN KARYANYA
A. Biografi Nejatullah Siddiqi
Muhammad Nejatullah Siddiqi dilahirkan di Gorakhpur, India, pada tahun
1931. Muhammad Nejatullah Sidiqi merupakan ahli ekonomi Islam terkenal yang
berasal dari India. Nejatullah Siddiqi merupakan ekonom India yang
memenangkan penghargaan dari King Faizal Internasional Prize dalam bidang
studi Islam. Beliau melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang
muncul dari pandangan dunia seseorang.1 Nejatullah Siddiqi menempuh
pendidikannya di Aligarh Muslim University. Ia tercatat sebagai murid dari Sanvi
Darsgah Jamaat-e-Islami Hind, Rampur. Ia juga mengenyam pendidikan di
Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh.2
Karir Siddiqi dimulai saat ia menjabat sebagai Associate Professor
Ekonomi dan Profesor Studi Islam di Aligarh University dan sebagai Profesor
Ekonomi di Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian ia juga mendapat
jabatan sebagai fellow di Center for Near Eastern Studies di University of
California, Los Angeles. Setelah itu, ia menjadi pengawas sarjana di Islamic
Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah. Selama karir
akademiknya, Nejatullah Siddiqi telah mengawasi dan menguji  sejumlah tesis
dari calon professor di universitas-universitas di India, Arab Saudi dan Nigeria. Ia
1Irma Yupita, “Pendapat Para Ahli Tentang Ekonomi Islam”, Blog Irma Yupita.
http://irmayupita4.blogspot.com/2015/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-
x.html?view=snapshot.html (4 Juni 2016).
2Ajeng Hayyu Nur fadillah, “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan dan
Muhammad Nejatullah Siddiqi”, Blog Ajeng Hayyu Nur Fadillah. http://ajenghayyunurfadhilah.
blogspot.com/2014_09_01_archive.html (4Juni 2016).
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juga mendapat beberapa penghargaan di bidang pendidikan seperti Shah
Waliullah Award in New Delhi (2003), A prolific writer in Urdu on subjects as
Islami Adab (1960), Muslim Personal Law (1971), Islamic Movement in Modern
Times (1995) selain penghargaan King Faisal International Prize untuk Studi
Islam yang berhasil dimenangkan.3 Diakhir tahun tujuh puluhan ia bergabung
dengan King Abdul Aziz University di Jeddah dimana ia merupakan salah satu
pelopor yang mendirikan International Centre for Research in Islamic
Economics.4
B. Karya-Karya Nejatullah Siddiqi
Muhammad Nejatullah Siddiqi yang dikenal sebagai ekonom Islam yang
memiliki beberapa karya yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khusunya
dibidang ekonomi. Pemikiran ekonominya dituangkan dalam karya-karyanya; The
Economic Enterprise in Islam (1971) dan Some Aspects of The Islamic Economy
(1978). Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai respon para pemikir muslim
terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi pada zaman mereka masing-masing.
Dalam usaha ini, mereka dibantu oleh Qur’an dan Sunnah, baik sebagai dalil dan
petunjuk maupun sebagai eksprimen. Nejatullah Siddiqi menolak determinisme
ekonomi Marx. Baginya, ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknik
produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada
3Ajeng Hayyu Nur fadillah, “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan dan
Muhammad Nejatullah Siddiqi”, Blog Ajeng Hayyu Nur Fadillah. http://ajenghayyunurfadhilah.
blogspot.com/2014_09_01_archive.html (4Juni 2016).
4Siti Madalela Sari, “Pemikiran Muhammad Nejatullah Sidddiqi Tentang Etika
Produksi”, Skripsi (Riau: Fak.Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru,
2011), h. 13; dikutip dalam Muhammad Nejatullah Siddiq, Pemikiran Ekonomi Islam Kontenporer
(Jakarta: Pustaka Firdaus 1995), h .37-43.
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basis hubungan antarmanusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan
sosial yang membentuk sistem tersebut.5 Dalam karya-karyanya yang umum
mengenai ekonomi Islam, Nejtullah Siddiq berkonsentrasi terutama sekali pada
uang, perbankan dan isu-isu financial terkait selama lebih dari sepuluh tahun
terakhir, dia telah menjadi pendukung utama profit sharing, dan equity
participation dengan menyarankan bahwa kedua metode operasional itu haruslah
dapat menggantikan transaksi-transaksi berdasar bunga yang ada, dia telah
menulis sejumlah buku tentang ekonomi diantaranya Usaha Ekonomi dalam Islam
(1972), Pemikiran Ekonomi Muslim (1981), Perbankan Tanpa Bunga (1983),
Asuransi dalam ekonomi Islam (1985), Peran Negara dalam Ekonomi Islam
(1996), dan Dialog dalam Ekonomi Islam (2002).
Adapun makalah yang ditulisnya tentang ekonomi diantaranya sebagai
berikut:6
1. Pendekatan Islam terhadap Uang, Perbankan dan Kebijaksanaan Moneter,
tahun 1977. Tulisan tersebut meliputi apa yang telah ditulis oleh ekonom-
ekonom Islam mengenai hakekat Islam. Hakekat uang bank atau kredit,
perlunya uang bank atau kredit tersebut dan sebagainya. Tulisan ini juga
meneliti berbagai sumbang saran utama terhadap masalah-masalah seperti
penawaran pinjaman bebas bunga, dengan melaporkan berbagai pandangan
mengenai masalah-masalah seperti penawaran pinjaman bebas bunga jangka
5http://makalah-makalah-makalah.blogspot.com/2016/01/makalah-perbedaan-ekonomi-
islam-dan.html
6Muhammad Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking. Terj. Asep Hikmat Suhendi,
Bank Islam, (Cet. 1; Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h. xix-xxiii.
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pendek, alat-alat tukar, pembelanjaan konsumen dan pemerintah. Makalah
ini juga menelaah berbagai penulisan mengenai perbankan sentral, dan
kebijaksanaa moneter dalam kerangka Islam, dengan mengupas berbagai
alat kebijaksanaan yang dibahas oleh para penulis kita. Termasuk juga saran
untuk menggunakan perbandingan-perbandingan nisbah bagi hasil sebagai
suatu alat kebijaksanaan, disamping perbandingan cadangan, pengendalian
kredit-kredit selektif dan pengoperasian pasar terbuka melalui jual beli
saham dan sebagainya.
2. Makalah yang berjudul Perbankan dalam Suatu Kerangka Islam, tulisan ini
memberikan suatu uraian mengenai model perbankan bebas bunga
mudharabah dua tingkat yang kini membentuk dasar operasional perbankan
Islam. Tulisan ini juga membahas akibat-akibat buruk perbankan yang
berlandaskan bunga seperti distribusi pendapatan dan kekayaan serta inflasi
dan menunjukkan manfaat-manfaat perbankan Islam yang bebas dari
keburukan-keburukan itu.
3. Tulisan ketiga, Dasar Pemikiran Perbankan Islam, menjawab pertanyaan
mengapa para ekonom Islam mendukung adanya perubahan dari bunga
menjadi bagi hasil. Tulisan ini mengajukan argumentasi bahwa sistem yang
berdasarkan bunga tidaklah efisien sekaligus tidak adil, karena cenderung ke
arah inflasi dan gagal memberikan suatu dasar yang adil dan dasar hidup
bagi hubungan-hubungan moneter internasional. Perubahan ke suatu sistem
yang berdasarkan bagi hasil akan membantu efisiensi, keadilan dan
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stabilitas alokatif. Sistem ini juga dapat berperan sebagai dasar hidup bagi
arus dana internasional.
4. Tulisan keempat, Ilmu Ekonomi Bagi Hasil, tulisan ini meliputi dasar
pemikaran yang sama sekali baru dengan membahas bagaimana
perbandingan bagi hasil antara nasabah dengan bank dan antara bank dan
usahawan. Makalah ini menelaah pengaruh perubahan dalam tingkat
keuntungan yang diharapkan bardasarkan perbandingan-perbandingan ini
dan kemungkinan-kemungkinan lain dengan memandang kepekaan
penawaran dan permintaan akan simpanan terhadap perubahan-perubahan
tingkat keuntungan yang diharapakan. Makalah ini juga mengupas dan
membantah pernyataan bahwa suatu sistem yang berlandaskan bagi hasil
pastilah tidak stabil dan akan sangat bergejolak. Makalah ini menunjukkan
bahwa sistem bagi hasil menang dalam efisiensi dengan membebankan
perenan alokatif terhadap tingkat keuntungan tanpa campur tangan yang
berbahaya dari tingkat bunga.
5. Makalah kelima membahas mengenai Teori Moneter Ilmu Ekonomi Islam,
tulisan ini menyatakan kembali masalah-masalah utama yang dinyatakan
dalam tiga makalah sebelumnya dalam bentuk rangkuman, dengan tujuan
untuk memberikan tinjauan sinopsis terhadap masalah ini. Makalah ini juga
memperingatkan adanya beberapa keraguan mengenai dapat
dilaksanakannya perbankan bebas bunga, dengan laporan dari suatu diskusi
yang juga diikuti oleh para peseta non Islam.
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6. Makalah keenam, Masalah-masalah Islamisasi Perbankan, merupakan suatu
komentar terhadap Laporan Dewan Ideologi Islam mengenai penghapusan
bunga dari perekonomian, yang diserahkan kepada Pemerintah Pakistan
pada 1980, komentar ini membahas praktek-praktek seperti murubahah dan
lelang investasi yang diusulkan dalm konteks perbankan bebas bunga.
Salah satu karyanya yang paling komprehensif adalah Pandangan Islam
terhadap Harta yang diterbitkan pada tahun 1969, beberapa tulisannya telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Persia, Turki, Indonesia dan Malaysia. Dia
dikaitkan dengan sejumlah jurnal akademik, penasihat, dan telah berkhidmat di
berbagai komite dan berpartisipasi dalam banyak konferensi di berbagai belahan
dunia.7
C. Biografi Afzalur Rahman
Afzalur Rahman adalah seorang ilmuan asal Pakistan yang lahir pada
tahun 1915. Tidak ada informasi yang menunjukkan mengenai hari, tanggal dan
bulan kelahirannya serta di daerah mana ia dilahirkan. Hal ini mungkin terjadi
karena Afzalur Rahman dilahirkan dari keluarga biasa yang tidak begitu
memperhatikan biografi kelahiran seorang anak. Dengan sebab ini pula tidak
sedikit orang yang keliru mengenai jati dirinya dan tertukar dengan ketokohan
Fazlur Rahman.8 Afzalur Rahman kecil di didik di keluarganya dan di desa di
mana ia dilahirkan, dengan kultur masyarakat muslim tradisional Pakistan yang
7http://marifaacademy.com/ms/discover/scholar#OB2vROm3kDwT5TJS.99
8Ma’mun Mu’min, “Analisis Pemikiran Afzalurrahman Tentang Aspek Epistemologi




sangat kental dengan berbagai tradisi. Setelah menamatkan pendidikan setingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA) barulah ia melanjutkan pendidikannya di Islamia
College Lahore.9 Setelah menyelesaikan studi di Islamic College Lahore pada
tahun 1967 Afzalur Rahman pindah ke Inggris kemudian mendirikan The Muslim
Educational Trust (MET) dengan dukungan dana dari Raja Faisal dari Arab
Saudi.10 Met memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid muslim di
sekolah-sekolah Inggris seperti Necoham Hackney School, Bradford, dan lain-
lain.11
Setelah memimpin MET selama sembilan tahun, pada tahun 1976 Afzalur
Rahman meninggalkan MET dan mendirikan lembaga lain, yaitu The Muslim
Schoola Trust (MST), yakni suatu lembaga yang lebih memfokuskan diri pada
penerbitan buku-buku Islam. Melalui lembaga ini pula Afzalur Rahman kemudian
menyusun sebuah ensiklopedi tentang sejarah perjalanan hidup nabi. Sampai
pertengahan tahun 1980-an ensiklopedi ini telah diterbitkan delapan jilid, yaitu
Ensiclopedia of Seerah. Setelah malang melintang di Inggris dan beberapa negara
Eropa lainnya, Afzalur Rahman meninggal dunia pada tahun 1998 pada usia 83
tahun. Buku-buku dan artikel tulisannya sekarang banyak tersebar beberapa
perpustakaan perguruan tinggi Islam di Indonesia.12
9Ma’mun Mu’min, h. 240.
10Ma’mun Mu’min, h. 240.
11Eka Murlan, “Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur
Rahman di Buku Economic Doctrines of Islam”, Skripsi (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 14.
12Ma’mun Mu’min, ,  h. 241.
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D. Karya-Karya Afzalur Rahman
Adapun karya-karya Afzalur Rahman antara lain:13
1. Ekonomic Dotrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam).
Buku ini terdiri dari empat jilid, jilid pertama menjelaskan prinsi-prinsip
sistem ekonomi Islam dan menguraikan ke empat faktor produksi dan
peranannya dalam sistem ekonomi Islam. Jilid kedua menjelaskan masalah
yang dihadapi dalam menentukan kerja sama dalam beberapa faktor
produksi. Jilid ketiga menjelaskan tentang teori-teori modern tentang
bunga dan teori Islam yaitu suku bunga nol persen (zero rate of interest ).
Dan juga menjelaskan tentang sistem zakat dan hukum harta warisan serta
kedudukannya dalam sistem Islam. Jilid keempat menjelaskan tentang
sistem moneter, bank dengan bebas dan asuransi tanpa bunga serta standar
moneter Internasional.
2. Muhammad As a Trader (Muhammad Seorang Pedagang)
Muhammad sebagai seorang pedagang. Buku ini mengupas tentang peran
dan aktifitas Muhammad, praktek-praktek perdagangan, etika bisnis soal
keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan lebih penting lagi
peran negara dalam kesejahteraan sosial dan distribusi pemakmuran.
Republika 30 Agustus 1996, memuat bahwa buku Muhammad sebagai
seorang pedagang ini merupakan panduan berdagang bagi umat Islam,
buku ini sarat dengan pembahasan mengenai kehidupan Rasullullah dan
posisinya sebagai seorang pedagang besar yang mendasarkan diri pada
13Eka Murlan, h. 18-21.
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nilai-nilai ilahi. Buku ini mendapat apresiasi yang beragam dari berbagai
media, diantaranya : Majalah Gatra 02 November 1996, Memuat bahwa
buku ini tidak hanya menceritakan praktek seorang pedagang tetapi lebih
banyak berbicara mengenai sistem ekonomi Islam. Dengan menonjolkan
judul Muhammad sebagai seorang pedagang, akan tercipta citra Islam
sebagai agama yang ramah dengan perdagangan dan mengandung ajaran
yang membentuk etos kerja serta etika bisnis.
3. Nabi Sebagai Seorang Pemimpin Militer, Penerbit Hamzah, Penerjemah
Anas Sidik, edisi revisi 1997. Buku ini berisikan tentang betapa hebatnya
Nabi selain sebagai seorang rasul ia juga seorang pemimpin militer yang
tangguh. Ini sebagai contoh kesempurnaan, keabadian dan keindahan.
Keberhasilan dalam bidang militer sebagai bukti bahwa Islam telah dahulu
mengetahui kemiliteran yang dapat diketahui ketika Nabi di kepung di
Madinah, Nabi Muhammad menghadapinya dengan keberanian dan
meraih kemenangan. Kearifan dan kecakapan Nabi Muhammad
sedemikian efektif, dan beliau berhasil menggunakan berbagai faktor
dalam strategi perang dan operasi militernya secara umum, sehigga
dikagumi oleh generasi pemimpin militer profesional berikutnya. Adapun
bukti lain tentang kebesaran Muhammad sebagai seorang pemimpin
militer adalah gerakan strategisnya dalam mengejar musuh kecuali kalau
mereka berubah pikiran dan kembali ke medan perang.
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4. Indek Al-Quran, penerbit Bumi Aksara 1997, terjemahan Ahsin.
Buku ini berisikan tentang pengertian kata-kata yang terdapat pada al-
Quran. Yang mana setiap pengertian bahasa yang sulit untuk dipahami
atau ada persamaan kata-kata yang disetiap ayat-ayat yang sama, dan dapat
diterjemahkan dengan mudah oleh para musafir.
5. Ensiklopediana Ilmu dalam al-Qur'an, penerbit PT. Mizan Pustaka 2007.
Buku ini lebih dimaksudkan sebagai upaya memperkenalkan kepada
generasi muda Muslim khususnya, dan umat manusia pada umumnya
tentang khasanah sains yang bersumber dari al-Qur'an yang telah
memberikan pengaruh yang sangat besar pada studi-studi dan kebudayaan
Manusia.
6. Muhammad Sebagai Seorang Panglima Perang terjemahan dari karya
Muhammad as Military Leader, first edition, 1990 yang diterbitkan oleh
penerbit Tajidu Press Yogyakarta, 2002, buku ini secara eksist
menegaskan bahwa secara faktual tidak terbantahkan bahwa Nabi
Muhammad memang seorang ahli strategi militer yang belum ada
tandingannya sepanjang peradaban umat manusia di muka bumi ini. Dalam
waktu yang sangat singkat, 10 tahun beliau mampu mengalahkan sebuah
pemerintahan yang kokoh dengan cakupan wilayah seluruh Jazirah Arab.
Padahal peralatan tempur dan pasukan tempur yang dimilikinya sama
sekali tidak memadai dan tidak seimbang bila dibandingkan dengan para
musuhnya. Namun berkat semangat tempur, disiplin, militansi dan
motivasi pasukannya serta strategi tempur yang brilian pada setiap
49
pertempuran membuat banyak musuh-musuh Islam ini terpaksa menyerah
sebelum kontak fisik terjadi.14
7. Muhammad saw. Ensiklopedia Sirah Sunah, Dakwah dan Islam,
diterjemahkan dari buku yang berjudul Muhammad saw. Ensyclopedia of
seerah, educational school trust, 1978, Gillespie Real, London, diterbitkan
oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia Kuala
Lumpur, sirah ini merupakan contoh kehidupan baginda Nabi yang
bersungguh-sungguh untuk mencapai kesejahteraan manusia sejagat. Jilid
pertama buku ini diterjemahkan meliputi sumbangan kepada kebudayaan
manusia dalam bidang pendidikan. Jilid kedua menjelaskan Nabi
Muhammad sebagai suami yang terdiri dari Muhammad dan status kaum
wanita, hak wanita, perceraian (talak) dan mahar, maskawin peranan seks
dan perkawinan, falsafah dan hikmah perkawinan, memelihara kesucian,
hubungan yang suci, institusi poligami rumah tangga Nabi, hubungan
perkawinan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dan istri baginda I, Nabi
Muhammad dan Istri baginda II, Nabi Muhammad dan dan istri baginda
III. Jilid tiga meliputi buku suatu tentang para rasul dan sejarah, buku dua
tentang perkembangan ilmu, buku tiga tentang syar'iah dan ad-Din
sepanjang sejarah, buku empat tentang pengaruh Islam terhadap peradaban
Eropa. Jilid empat meliputi dorongan baru dan wahyu, Agama dan dimensi
baru, kepraktisan ajaran agama Nabi Muhammad yang dalam al-Qur’an
dan as-Sunnah. Jilid lima menjelaskan tentang hubungan seks aman dahulu
14Ahmad Sholih, “Kontrak Asuransi Konvensional (Studi atas Pemikiran
Afzalurrahman)”, Blog Ahmad Sholih. http://s1s2s3jobs.blogspot.com/2012/02/kontrak-asuransi-
konvensional-studi.html ( 3 Juni 2016).
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dan sekarang; konsep moral menurut pandangan barat, wanita dan ideologi
modern, sunnah Allah swt. kelemahan manusia, hikmah penciptaan laki-
laki dan perempuan, tanggung jawab jadi wanita, wanita dalam al-Qur’an
dan as-Sunnah, kedudukan wanita yang sebenarnya menurut al-Qur’an dan
as-Sunnah, zaman Nabi Muhammad saw. dan para sahabat, peningkatan
taraf wanita, hijab zaman Nabi dan para Sahabat, peran wanita Islam
dalam masyrakaat, kebebasan sosial dan berpolitik, pekerjaan professional
bagi wanita, kuasa talak ditangani oleh laki-laki, peran wanita dalam
tinjauan (bukti dari pada kejadian alam), taraf kedudukan dan peran
wanita, pengertian wanita dalam sumbangan jama'ah, wanita pergaulan
bebas antara lelaki dan wanita, lelaki diberi amarah dan dicegah dari pada
menceraikan wanita.15
8. Tuhan Perlu Disembah Eksplorasi Makna dan Manfaat Shalat bagi Hamba
diterbitkan oleh penerbit serambi ilmu semesta. Dalam buku ini Afzalur
Rahman menjelaskan secara terperinci tentang makna dan manfaat shalat
bagi hamba dalam mencapai kebahagiaan manusia di dunia sekarang ini
dan di akhirat kelak.16
15Ahmad Sholih, “Kontrak Asuransi Konvensional (Studi atas Pemikiran
Afzalurrahman)”, Blog Ahmad Sholih. http://s1s2s3jobs.blogspot.com/2012/02/kontrak-asuransi-
konvensional-studi.html ( 3 Juni 2016).
16Ahmad Sholih, “Kontrak Asuransi Konvensional (Studi atas Pemikiran
Afzalurrahman)”, Blog Ahmad Sholih. http://s1s2s3jobs.blogspot.com/2012/02/kontrak-asuransi-




A. Pandangan Nejatullah Siddiqi Tentang Perbankan Syariah
1. Pandangan Umum Tentang Perbankan Syariah
Perkembangan pesat perbankan syariah akhir-akhir ini tidak terlepas dari
peranan para tokoh Islam yang meleburkan pemikirannya dalam dunia perbankan.
Perbankan syariah sendiri merupakan suatu hal yang baru dalam abad 20.
Terlepas dari perkembangan pesat tersebut, salah satu tokoh yang memberi andil
dengan berbagai gagasan tentang perbankan syariah ialah Nejatullah Siddiqi.
Menurut Nejatullah Siddiqi masalah hukum utama yang dibahas seputar
perbankan syariah ialah riba dan bunga, judi, dan spekulasi, transaksi-transaksi
yang melibatkan gharar, penjualan-penjualan dengan penyerahan kemudian,
transaksi-transaksi pertukaran luar negeri dan transaksi pinjaman.1 Olehnya itu
bisnis yang dijalankan dalam perbankan syariah harus terbebas dari:2
a. Riba, merupakan adanya penambahan pendapatan yang tidak sah dalam
transaksi pertukaran barang yang sejenis yang kualitasnya tidak sama, dan
kuantitasnya (fadhl), atau transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan
penambahan dalam pengembalian pokok pinjaman karena berjalannya waktu
(nasi’ah).
b. Maisir, merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak
pasti dan bersifat untung-untungan.
1Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 2.
2Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) (Bandung:
Refika Aditama, 2009), h. 9-10.
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c. Gharar, merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, dan
tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan barangnya pada saat
transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
d. Haram, merupakan transaksi yang objeknya dilarang oleh nash.
e. Zalim, merupakan transaksi yang didalamnya terdapat ketidakadilan bagi pihak
lainnya.
Inilah yang kemudian menjadi prinsip yang dijadikan sebagai acuan dalam
pelaksanaan sistem operasinal perbankan syariah. Nejatullah Siddiqi berpendapat
bahwa perbankan modern saat ini yang berlandaskan bunga lebih condong
menguntungkan kaum kapitalis saja, dan telah ditolak karena dianggap sebagai
bank yang tidak islami berdasarkan larangan dari al-Qur’an dengan penamaan
riba, dan ini telah ditafsirkan oleh para ahli hukum Islam sebagai larangan
meliputi semua bentuk bunga, rente, dan sebangsanya.3 Tafsiran ahli hukum
tersebut kemudian dijadikan keputusan politik oleh pimpinan negara Islam yang
memprakarsai pembentukan bank syariah sebagai respon penolakan sistem
perbankan barat. Keputusan politik tersebut termanifestasikan dalam 3 bagian
diantaranya:4
1) Larangan terhadap bunga oleh beberapa negara Islam.
2) Keputusan mendirikan Bank Islam Internasional.
3) Partisipasi pemerintah muslim dalam mendirikan bank Islam.
3Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. xiii.
4Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its
Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga: Studi
Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 20.
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Permasalahan yang kemudian muncul setelah sistem bunga bank
dihapuskan adalah bagaimana model pembebanan biaya dan darimana keuntungan
yang akan didapatkan oleh pihak bank sendiri. Pertanyaan ini bisa dikembalikan
kepada ajaran-ajaran Islam itu sendiri selama masih berkaitan dengan konsep
Islam. Diantara konsep muamalah dalam Islam yang telah ada sejak munculnya
Islam dan telah dipraktikkan dalam kehidupan Rasul dan para sahabatnya adalah
akad mudharabah.5 Menilik sisi historis akad mudharabah telah dipraktikkan
dalam tatanan muamalah pada masa nabi dan sahabat kemudian mengalami
kamuflase sistem dan terinstitusikan secara modern dan menjadi kerakteristik
operasional perbankan syariah.
Nejatullah Siddiqi menambahkan bahwa gagasan bank tanpa bunga
didasarkan pada konsep hukum Islam syirkah (persekutuan) dan mudharabah
yang secara bertahap berevolusi sehingga menghasilkan model perbankan yang
cukup lengkap diawal dekade 70-an.6 Dari dasar ini Nejatullah Siddiqi
mendefinisikan bank syariah sebagai perantara keuangan dengan menghimpun
tabungan dari masyarakat berdasarkan mudharabah kemudian menuruskan modal
kepada para wiraswastawan dengan dasar yang sama.7 Pendapat ini
mengisyaratkan bahwa alternatif yang diberikan Islam sebagai jawaban terhadap
penolakan bunga bank ialah penggunaan konsep mudharabah pada sistem
operasional perbankan. Dimana laba yang diperuntukkan bagi para
5Ahmad Atabik, “Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah”, Iqtishadia, Vol. 6 No.
2 (September 2013), h. 374.
6Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 12.
7Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h.12.
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wiraswastawan berdasarkan pada modal yang dipinjamkan oleh bank dibagi
menurut persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.8 Dengan
dijadikannya mudharabah sebagai alternatif pengganti sistem bunga ini, maka
bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk
perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung maupun rugi sesuai
dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat beberapa pakar
yang tidak sepakat mudharabah dijadikan alternatif pengganti sistem bunga
dalam bank Islam, semisal pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad
Muslaehuddin pada sebuah makalah yang berjudul “Interst Free Banking and
Feasibility of Mudharabah” yang disajikan pada konferensi Internasional Ilmu-
Ekonomi Islam pertama, pada tahun 1976 di Makkah.
Menurut Muslaehuddin, kontrak mudharabah hanya dapat dilaksanakan
oleh dua orang, yaitu antara pemilik modal dan pelaksana. Alasan kedua adalah
pihak yang bekerja tidak dapat menanamkan modal miliknya sendiri di dalam
usaha yang dimodali oleh bank.9 Pendapat Muslaehuddin ini bertolak belakang
dengan apa yang dipahami oleh Nejatullah Siddiqi, ia berpendapat bahwa apa
yang dikemukakan Muslehuddin yang menganggap mudharabah hanya dapat
dilakukan oleh dua orang saja merupakan suatu tafsiran yang sempit karena model
mudharabah yang diajukan kaitannya dengan sistem perbankan syariah akan
terbatas pada pelayanan yang diberikan dengan mendapatkan honor atau komisi.10
8Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 12-13.
9Ahmad Atabik, h. 374.
10Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 28.
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Lebih lanjut Nejatullah Siddiqi mengungkapkan bahwa tidak menutup
kemungkinan bagi pihak yang bekerja di dalam mudharabah untuk menanamkan
pula modalnya sendiri dalam perusahaan yang sama, serta bagi pemberi modal
untuk menawarkan modal kepada seorang usahawan yang baru saja menanamkan
modalnya sendiri.11 Konsep yang diajukan Nejatullah Siddiqi dalam hal ini ialah
konsep mudhrabah dua tingkat dimana bank menjadi perantara antara pemodal
dan peminjam.
Sebenarnya kritik terhadap bank konvensional oleh bank syariah bukanlah
menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan,
melainkan dalam kerakteristiknya yang masih terdapat unsur riba, judi,
ketidakpastian dan batil.12 Sebagai gantinya dapat menggunakan akad tradisional
dalam Islam. Adapun aqad yang dimaksud ialah prinsip titipan (depository), bagi
hasil (profit sharing), sewa menyewa (operating lease and financial lease), dan
jasa (fee-based service), yakni wakalah, kafalah, hiwalah, gadai dan qardh.13
2. Bunga Bank
Bunga merupakan suatu sistem yang tak terpisahkan dengan dunia
perbankan saat ini. Bunga menjadi motor penggerak utama bagi sistem
operasional perbankan. Terdapat berbagai defenisi mengenai bunga diantaranya
definisi yang diajukan oleh Syabirin Harahap bahwa bunga merupakan
11Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 28.
12Khotibul Umam, “Legislasi Fiqih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan
Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah”, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2 (Juni 2012), h.
358.
13Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Cet. XI; Jakarta:
Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia), h. 83.
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penggantian kerugian yang diterima oleh pemilik modal untuk menyerahkan
pengguanaan modal tersebut untuk keperluan produksi maupun keperluan
konsumsi.14 Adapun menurut Hermanses bunga uang merupakan pendapatan yang
diterima oleh pemilik kapital uang karena ia telah meminjamkan uangnya kepada
orang lain sehingga bunga merupakan harga yang harus dibayar untuk
menggunakan kapital uang tersebut.15 Dari uraian tersebut bunga merupakan
harga yang dibayarkan untuk penggunaan modal uang. Bunga dalam perspektif
konvensional adalah merupakan harga dari dana atau uang, yang timbul karena
uang merupakan salah satu sarana penyimpan kekayaan yang dapat dipindah
tangankan. Sebagai harga dari uang, ia sangat tergantung dengan fluktuasi nilai
mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat.
Uang sebagai aset dapat diartikan juga sebagai penundaan dari konsumsi
masyarakat yang berasal dari penerimaan pendapatan mereka. Dengan demikian
maka uang berposisi sebagai permintaan dan sekaligus sebagai penyediaan . Oleh
sebab itu suku bunga akan menjadi tinggi atau rendah dan meningkat atau
menurun bergantung pada bekerjanya mekanisme interaksi antara permintaan dan
penyediaan uang. Permintaan dan penyediaan uang itu sendiri bergantung pada
sikap individual dari anggota masyarakat, sedangkan individual itu sendiri
berpangkal pada preferensi masyarakat yang dicerminkan dalan trade-off antara
penundaan konsumsi (dalam arti expenditures) masa kini dengan konsumsi masa
mendatang. Apabila mereka menilai bahwa konsumsi masa kini lebih penting
14Syabirin Harahap, Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam (Cet. 11; Jakarta:
Pustaka Al Husna, 1993), h. 18.
15Syabirin Harahap, Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam , h.19.
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(lebih dikehendaki) dari konsumsi masa mendatang, maka mereka akan
memberikan harga yang tinggi terhadap harga uang tersebut yang disebut juga
“biaya karena menahan diri” untuk tidak melakukan konsumsi (costs of
abstinence). Dalam pemikiran yang lebih maju dimasukkan pula faktor resiko
yang diperhitungkan kemungkinan terjadinya cidera janji dari si penerima
simpanan. Bagi mereka yang memerlukan uang atau dana sekarang dengan
maksud untuk menciptakan pendapatan di masa mendatang, akan menilainya dari
segi berapa tambahan pendapatan yang akan dihasilkan apabila mereka
melakukan penambahan kegiatannya seperti investasi atau perdagangannya
dengan menggunakan dana tambahan yang mereka pinjam.16
Pelarangan bunga sebagai riba lebih dipahami dalam kaitannya dengan
eksploitasi atas orang-orang yang tak beruntung oleh orang-orang yang relatif
berkelebihan. Bagi golongan ini, elemen eksploitatif merupakan kata kunci dan
sekaligus diberlakukan sebagai illat dalam melakukan tafsir terhadap riba. Tidak
semua tambahan yang diberlakukan oleh kreditur terhadap debitur bersifat
eksploitatif, dan oleh karena itu tidak semua tambahan pada transaksi pinjam
meminjam dapat disebut riba selama illat eksploitatif tersebut tidak ditemukan.17
Agaknya pandangan ini mendapatkan jawabannya dalam gagasan Nejatullah
Siddiqi mengenai persoalan riba, bunga dan bank yang menurutnya dengan bunga
investor menghadapi suatu ketidakpastian di mana hasil perusahaannya tidak
dapat diramalkan secara pasti, namun demikian ia wajib mematuhi bank dengan
16M. Yazid Affandi, “Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh (Bukan Ribakah Bunga
Bank?)” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , Vol. VII,  No. 1, (Desember 2012),  h. 50.
17M. Yazid Affandi, “Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh (Bukan Ribakah Bunga
Bank?)”,  h. 53.
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membayar persentase pengembalian tertentu yang tetap melebihi di atas pokok
pinjaman.18 Dalam hal ini investor harus mengembalikan pokok pinjamannya
disertai bunga yang telah disepakati meskipun ada ketidakpastian bagi investor
untung atau rugi. Kemudian yang kedua menurut Nejatullah Siddiqi bunga yang
ditimbulkan oleh pinjaman-pinjaman bank diperlakukan sebagai suatu pos biaya
yang kemudian menaikkan kurva biaya dan mempengaruhi kebijaksanaan
perusahaan atas penetapan harga produknya serta upah yang ditawarkan kepada
para buruhnya, dengan melihat kurva biaya yang lebih tinggi menunjukkan
keseimbangan harga-harga yang lebih tinggi dengan skala produksi yang lebih
kecil.19 Pendapat ini kiranya dalam unsur ekploitasi, memang benar adanya bukan
saja bagi pihak investor yang mengalaminya bahkan merembes ke pihak ketiga
yakni konsumen (masyarakat). Nejatullah Siddiqi Mengkritik Perbankan modern
dengan beberapa kelemahannya diantaranya:
a. Ketidakefisienan permodalan pinjaman
Modal pinjaman merupakan uang yang ditanamkan dalam sebuah
perusahaan dimana uang tersebut diperoleh dengan meminjam dari sumber luar
perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap.20 Menurut
Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. Pertama, sebagai
penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam
fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian
18Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 64.




bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar
bagi menetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan
pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi
jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui
pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit
mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu
debitur. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar
untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan
keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan
membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar
membandingkan return on investment diantara bank-bank yang ada.21
Nejatullah siddiqi melihat adanya ketidakefisienan dalam permodalan
pinjaman pada pranata bunga dengan melihat pola relasi antara peminjam
(debitur) dan (kreditur) dimana pihak kreditur lebih condong memberikan
pinjaman kepada debitur yang memiliki harta kekayaan yang cukup untuk
mengembalikan modal yang dipinjam.22 Para kreditur menurut nejatullah siddiqi
lebih condong melihat jaminan yang diberikan oleh debitur ketimbang melihat
prospek dari suatu invstasi yang dimodali.
21Zainul Arifin, “Manajemen Permodalan Bank Syariah”, Shariah Life 16 January, 2007.
https://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/manajemen-permodalan-bank-syariah-1. (20
September  2016).
22Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 86.
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b. Ketidakadilan permodalalan pinjaman
Ketidakefisienan dalam permodalan pinjaman juga berakibat pada adanya
ketidakadilan pada sektor permodalan pinjaman. Nejatullah Siddiqi beranggapan
bahwa dalam pranata bunga unsur ketidakadlian terlihat jelas di dalamnya yang
mengakibatkan tidak meratanya distribusi kekayaan dan kesejahteraan.
Ketidakadilan ini dilihat dari pinjaman yang didapatkan oleh wiraswastawan yang
kemudian mengalokasikan dananya pada sektor produktif yang tak tentu
mengalami keuntungan dalam proses produksinya sementara dalam perjanjian
wiraswastawan wajib membayar bunga meskipun tidak ada hasil posotif dari
modal yang diberikan.23 Nejatullah Siddiqi beranggapan bahwa tidak ada dasar
pembenaran untuk mengharuskan suatu hasil tertentu bila segala sesuatunya tidak
pasti dan modal uang yang mencari suatu hasil positif melalui perusahaan harus
menanggung ketidakpastian ini.24 Pola relasi yang terbangun dari model seperti
ini lebih menekankan pemberi modal sebagai pos rentenir yang dalam kacamata
Islam dinilai sebagai suatu bentuk penzoliman pada orientasinya.
c. Pinjaman konsumen
Pinjaman dalam sektor konsumsi dipengaruhi oleh dua hal.25 Pertama,
yakni seorang konsumen yang tergolong miskin yang tidak mampu membayar
tagihan grosir atau tagihan rumah sakit. Kedua, seorang yang ingin membeli,
memenuhi kebutuhan sekunder atau tersiernya tapi tidak mampu membayarnya
23Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 91.
24Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 92.
25Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h.95.
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secara kontan dan berharap membayarnya diwaktu tertentu. Kasus pertama
mengenai konsumen yang notabenenya tergolong miskin, dalam kasus ini tidak
ada kesamaan antara kasus wiraswastawan yang mencari dana investasi untuk
kebutuhan produksi, dalam kasus ini pinjaman berbunga tidak memenuhi
persyaratan karena pinjaman jenis ini justru lebih memperburuk keadaan dan
menjadi dasar bagi rentenir dalam mengeruk harta si miskin, yang menjadi
sumber penderitaan rakyat miskin.26
Sangat beralasan kemudian pinjaman ini menjadi sumber penderitaan
karena seyogyanya pinjaman ini diambil karena ketidakberdayaan dalam
pemenuhan kebutuhan yang mendesak sedangkan bunga pinjaman harus
dibayarkan. Kasus kedua, konsumen dalam pemenuhan kebutuhan sekunder atau
tersiernya membutuhkan pinjaman untuk membeli barang yang tahan lama
sebagai suatu investasi yang mampu meningkatkan pendapatan konsumen.27
Anggapan ini diterima jika konsep pinjaman ini mampu meningkatkan
pendapatan, akan tetapi dalam pinjaman ini tidak ada produk nyata yang
dipasarkan sehingga kemungkinan kenaikan pendapatan dapat saja terjadi dan
bisa saja tidak terjadi.28 Jika ini kemudian yang terjadi maka konsumen
diperhadapkan pada ketidakpaastian pendapatan yang kemudian akan menyulitkan
pihak debitur dalam pengembalian pinjaman.
26Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 96.
27Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 97.
28Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 97.
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3. Pinjaman Jangka Pendek
Penawaran atas pinjaman-pinjaman jangka pendek ke dunia usaha dan
masalah kertas-kertas berharga memberi perhatian khusus dalam pranata bunga,
karna sulit sekali menentukan keuntungan kredit-kredit berjangka pendek yang
bertujuan pada pemenuhan kebutuhan likuiditas, disebabkan sistem bagi hasil
dalam konsep ini tidak dapat dijadikan dasar dalam penarikan keuntungan oleh
pihak bank.29 Meskipun tanpa bagi hasil pinjaman semacam ini harus tetap
disediakan dimana pelunasannya terbebas dari pranata bunga.
Solusi yang dapat ditempuh dalam rangka mendapatkan keuntungan ialah
dengan memungut beban jasa dari peminjam.30 Dalam masyarakat Islam pinjaman
konsumen dapat disediakan untuk tujuan ini, bahkan dalam semua kasus pinjaman
bebas bunga, harus dijamin adanya pelunasan bunga yang pada akhirnya oleh
negara, dan bahkan jika benar adanya pihak peminjam tidak mampu lagi
membayar utangnya, maka pelunasan dapat diambil dari dana yang terhimpun
dari zakat.31
4. Konsep Bagi Hasil
Salah satu yang menjadi solusi pengganti bunga dalam sistem
pengoperasian perbankan ialah sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dikenal
sebagai mudharabah merupakan suatu sistem transaksaksi yang telah berkembang
sejak masa awal Islam yang bahkan dipraktikkan sendiri oleh sahabat. Namun
29Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 76.
30Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h.  76.
31Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h.  79.
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transaksi ini awalnya dilakukan oleh satu individu dengan individu lainya tentu
berbeda dengan sistem bagi hasil yang terjadi pada masa modern ini dimana
sistem bagi hasil dimasukkan dalam suatu sistem pranata yang disebut bank.
Dalam dunia bank sistem ini kemudian tidak dijalankan lagi antara satu orang
dengan yang lainnya melainkan sistem ini terhubung secara universal kepada
semua orang yang menggunakan sistem ini.
Menurut istilah fiqih, muḍharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha)
antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada
yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara
keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Menurut terminologi,
Mudharabah mempunyai beberapa pengertian sebagaimana dikemukakan
beberapa ulama:32
a. Menurut Hanafiah, mudharabah adalah akad antara dua pihak yang saling
menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk
diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti
setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
b. Malikiyah berpendapat, bahwa mudharabah adalah akad perwakilan, di mana
pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan
dengan pembayaran yang telah ditentukan.
c. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang
menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di
tijarahkan.
32Ahmad Atabik, h. 373.
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d. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ibarat pemilik harta
menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang
dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
Beberapa pengertian tersebut, mudharabah merupakan akad transaksi
dimana pemilik modal pemberikan modalnya pada para wiraswastawan untuk
diperdangankan kemudian membagi keuntungan yang didapatkannya sesuai
kesepakatan. Secara umum, muḍharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu
muḍharabah muṭlaqah dan muḍharabah muqayyadah. Muḍharabah muṭlaqah
(muḍharabah secara mutlak/bebas) adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal
dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama
salaf, hal ini seringkali dicontohkan dengan ungkapan (lakukanlah sesukamu) dari
pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.
Sedangkan muḍharabah muqayyadah (muḍharabah terikat) merupakan kebalikan
dari muḍharabah muthlaqah, yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis
usaha, waktu, atau tempat usaha.33 Selain itu dalam pranata bagi hasil ini, terdapat
beberapa unsur yang harus ada dalam transaksi tersebut yaitu:34
1) Pihak yang berakad: yaitu shahibul mal (investor) dan al-mudhorib
(pengelola ).
2) Obyek akad, hal ini terdiri dari ra’sul mal (modal), al-‘amal (usaha bisnis),
ar-robh (laba) dan al-waqt (waktu).
33Murniati Ruslan, “ Sistem Mudharabah dan Aplikasinya pada  Bank  Syariah Mandiri
Cabang Palu ”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No. 2, (Desember 2013),  h. 326.
34Ahmad Sumiyanto, Problem dan Solusi Transaksi Mudhorobah. ( Yogyakarta: Magistra
Insania Press, 2005 ), h. 3.
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3) As-Shighoh (Ijab qobul) atau Momerandum of Undrstanding (MOU)
4) Nisbah keuntungan.
Akad ini kemudian menjadi prematur ketika syarat-syarat yang
dikemukakan tersebut tidak terpenuhi oleh karena yang membuat pranata ini
diterima karena adanya syarat tersebut. Nejatullah Siddiqi berpandangan bahwa
pergantian pranata bunga yang tidak adil dan bersifat pemerasan dengan pranata
bagi hasil yang bersifat adil dan gotong royong adalah untuk menghindarkan dari
masalah-masalah sosial ekonomi dan moral spritual.35 Tidak hanya sampai disitu,
peralihan bunga ke konsep mudharabah juga memberikan pelayanan yang baik
kepada masayarakat dengan menjamin keadilan, mewujudkan pemerataan
pendapatan yang lebih baik, dan turut andil dalam memberi stabilitas dan
perdamaian yang lebih tinggi.36
Dimensi perubahan pranata ini dapat dilihat dengan adanya perubahan
pola hubungan antara peminjam (debitur) dan (kreditur) menjadi hubungan
pesekutuan, kerjasama, dan tolong menolong yang beriorentasi pada social
oriented (orientasi sosial) disamping profit oriented (orientasi laba). Dalam
kontrak mudharabah, diberikan peluang bagi para pebisnis yang tidak mempunyai
modal. Sehingga dengan sistem ini sedikit banyaknya akan memberdayakan
potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kemitraan
antara dirinya dan pemberi modal dalam menghasilkan keuntungan untuk dibagi
hasil sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Penentuan bagi hasil merupakan
35Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h.133.
36Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 85.
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bagian yang urgen dalam pranata ini agar tidak ada sengketa yang terjadi
dikemudian hari dan tidak ada pihak yang merasa terdzolimi dalam kasus ini.
Proses nisbah bagi hasil ini dapat dilihat dengan pola nisbah bagi hasil nasabah
dimana nisbah para nasabah mendapatkan hak atas laba yang didapatkan oleh
pihak bank atas modal yang ditanamkannya di bank.37
Begitupun nisbah yang didapatkan oleh pihak bank didapatkan atas dana
mudharabah yang diberikannya pada wiraswastawan yang berarti bahwa tingkat
keuntungan porsi bagi hasil ini berharap pada besarnya keuntungan yang
didapatkan oleh wiraswastawan. Nejatullah Siddiqi bahkan memberikan penakan
khusus pada penanggung kerugian ketika usaha mengalami kerugian dibebankan
kepada si pemberi modal saja, sedangkan pihak yang bekerja tidak menanggung
kerugian karena adanya modal yang disebarkan.38
B. Pandangan Afzalur Rahman Tentang Perbankan Syariah
1. Pandangan Umum Tentang Perbankan Syariah
Tidak hanya Nejatullah Siddiqi yang memiliki gagasan-gagasan mengenai
perbankan syariah, salah satu tokoh yang berpartisipasi dalam pergulatan
pemikiran mengenai perbankan syariah ialah Afzalur Rahman. Afzalur Rahman
menuangkan gagasan dan pemikirannya tentang perbankan syariah dalam
bukunya yang berjudul “Doktrin Ekonomi Islam” Jilid 3 dan 4. Perbankan
merupakan bagian integral sistem dalam perekonomian modern dan seluruh
superstruktur sistem ini diatur oleh bunga yang berdampak pada kesulitan yang
37Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h.  140.
38Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 14.
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sangat dalam, bahkan terkadang mustahil bagi pemerintah lokal maupun suatu
negara khususnya di negara berkembang yang notabenenya terbelakang untuk
mengelola proyek-proyek untuk kesejahteraan sosial dengan margin keuntungan
yang sangat rendah, tetapi memberikan tingkat keuntungan yang tak ternilai bagi
masyarakat secara ekonomi tidak memberikan keuntungan.39 Sistem ekonomi non
Islam dengan perbankan konvensionalnya yang berbasis bunga dinilai tidak
berhasil mewujudkan prasyarat-prasyarat bagi strategi membuka peluang
kewirausahaan tersebut terutama di negara-negara berkembang yang berpenduduk
padat.
Sistem berbasis bunga dipandang tidak menyediakan modal yang
dibutuhkan oleh calon wirausahawan potensial yang akan memulai usaha.
Perbankan konvensional berbasis buga lebih tertarik untuk membiayai usaha
mapan yang dapat memastikan terhindar dari kredit macet dan berbagai resiko
pembiayaan.40 Ini mengindikasikan bahwa perbankan modern yang diusung oleh
barat hanya mengedepankan pencarian keuntungan dan keberpihakan pada orang
yang bermodal. Mekipun begitu kata Afzalur Rahman perbankan telah
menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat, dan tidak
ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan yang pesat atau bahkan
dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank.41 Olehnya itu kita
39Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 3 (Yogyakarta: Pt. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 337.
40Ali Murtadho, “Formulasi Konsep Islam Tentang Pembangunan Ekonomi Padat
Penduduk (Analisis Pemikiran Fahim Khan)”, Laporan Hasil Penelitian ( Semarang: Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo, 2014), h.113.
41Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4 (Yogyakarta: Pt. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 338.
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tetap membutuhkan bank dengan kerakteristik yang berbeda dengan perbankan
bunga yakni perbankan dengan sistem bagi hasil. Memandang perbankan modern
barat saat ini Afzalur Rahman beranggapan bahwa bank yang orientasi utamanya
memperoleh keuntungan melalui bunga untuk mendapatkan penghasilan yang
besar tanpa memperdulikan ketimpangan sosial menimbulkan distribusi kekayaan
dan pendapatan yang tidak fair dan adil, mengakibatkan kekuatan ekonomi
terkonsentrasi pada segelintir orang, sehingga menimbulkan masalah sosial,
ekonomi dan moral yang serius.42
Melihat gerusan penderitaan yang diberikan oleh sistem perbankan
modern yang berbasis bunga saat ini, perlunya upaya untuk menjaga nilai lokal
dan tradisi Islam dan menghilangkan nilai-nilai kapitalisme, serta dan
mengkreasikan lembaga keuangan syariah agar lebih fleksibel dan mampu
memberikan kesejahteraan serta kemajuan bagi umat manusia (oksidentalisme).43
Seperti halnya Nejatullah Siddiqi, Afzalur Rahman menjadikan mudharabah
sebagai alternatif penghapusan bunga dalam perbankan. Menurutnya organisasi
perbankan Islam akan didirikan berdasarkan Shirkat Inan (partnership bebas) dan
muzarabat (partnertship terbatas).44 Lebih lanjut Afzalur Rahman mengatakan
bahwa pembangunan bank mudharabah ditengah bank komersial modern saat ini
secara efektif dapat memecahkan berbagai persoalan dimana bank-bank tersebut
akan memberikan suplai modal dalam hubungan yang erat dan bekerja sama
42Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h. 338.
43Ahim Abdurahim, “Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Akuntansi
Multiparadigma, Vol. 4, No. 1, (April 2013). h. 14.
44Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 3, h. 339.
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dengan para pengusaha. Dengan ini kata Afzalur Rahman kedua belah pihak yakni
pemakai dan investor benar-benar akan terlibat dalam proses investasi dan
produksi melalui agen mudhrabah serta akan berbagi keuntungan.45
Beberapa faktor yang harus diperhatikan perbankan bebas bunga dalam
mencapai keberhasilan yang nyata serta keseimbangan dalm perekonomian
diantaranya:46
a. Jaminan terhadap fakir miskin merupakan suatu keharusan
b. Pasar modal gelap harus diberantas.
c. Sarana-sarana lain yang diperlukan dalam pengembangan perbankan bebas
bunga seperti halnya hukum-hukum Islam yang menyangkut zakat, warisan,
sedekah.
d. Kerja sama dari lapisan masyarakat secara jujur, bertanggung jawab, dan
senang melakukan pengabdian pada masyarakat merupakan faktor yang sangat
membantu pengorganisasian perbankan bebas bunga.
2. Bunga Bank
Masalah yang pertama kali diajukan oleh Afzalur Rahman ialah apakah
bunga merupakan pembayaran yang beralasan?, apakah para kreditor itu adil
apabila menuntut untuk membayarkan bunga atas hutang yang diberikan?, dan
adilkah jika penghutang dituntut harus membayar bunga terhadap terhadap
45Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h. 343.
46Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 3, h. 340.
70
pinjaman sesuatu yang melebihi pinjaman pokok?.47 Kiranya inilah pertanyaan
yang diajukan oleh Afzalur Rahman mengenai penggunan bunga. Menjawab
pertanyaan pertama, alasan pembayaran bunga ialah menegasakan adanya
penaggungan resiko oleh pihak kreditor karena meminjamkan modalnya yang
mestinya mendatangkan keuntungan, sehingga resiko dijadikan sebagai
konpensasi sewa terhadap resiko yang ditanggung oleh kreditor karena memberi
pinjaman modalnya, sehingga apabila peminjam menginvestasikan modalnya dan
memperoleh keuntungan, maka tidak berlebihan jika pemberi pinjaman menuntut
dari sebagian keuntungan tersebut.48
Lebih lanjut Afzalur Rahman memberi komentar dalam pinjaman
produktif, ia berpandangan bahwa terdapat dua kemungkinan yaitu memperoleh
keuntungan atau menderita kerugian, jika peminjam mengalami kerugian
bagaimana dan dengan landasan apa kreditor dibenarkan dalam penarikan
keuntungan secara tetap tiap  bulannya atau tiap tahunya.49 Jawaban-jawaban
sederhana ini mengisyaratkan tidak adanya pembenaran pengambilan bunga pada
perbankan meskipun pada ranah pinjaman produktif yang selama ini menjadi
acaun pembolehan penggunaan bunga pada sistem perbankan. Al-Qur’an secara
jelas dan nyata memberi pelarangan bunga dengan menggunakan term riba dan ini
dijelaskan dalam beberapa ayat secara bertahap sampai pada pelarangan
47Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 3, h. 57.
48Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 3, h. 58.
49Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 3, h. 60.
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pengambilan bunga(riba) dalam bentuk apapun. Adapun tahap-tahap pelarangan
riba dalam al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:50
a. Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari
keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat
ganda. Sebagaimana dalam firmannya QS. Ar Rum 30: 39.
Terjemahan:
                  
          
Terjemahan:
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah
(keridaan) Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan
(pahalanya)”.51
Dalam ayat ini jelas bahwa Allah belum secara tegas mengharamkan riba,
namun memberi isyarat bahwa allah membenci pada orang yang memberikan
sesuatu pada orang lain dengan pengharan mendapatkan suatu imbalan darinya.
b. Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras,
sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan
mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan
50Roni Mohammad dan Mustofa,  “Sistem Moneter Islam (Larangan Terhadap Praktek
Ribawi)”, Jurnal Al-Buhuts, vol. 10 no. 1 (Juni 2014), h. 159.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab. (Diakses 20 September 2016).
51Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah,
2002), h. 409.
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mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih.  Sebagaimana
dalam firmannya QS. An-Nisa 4: 160-161.
                
               
        
Terjemahan:
“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi makanan
yang baik-baik (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering
menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan
riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka
memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan
untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih”.52
Ayat ini merupakan isyarat yang diberikan Allah pada hambanya melalui
kisah-kisah terdahulu yang telah dilakoni oleh umat Yahudi. Jelas bahwa ayat ini
belum menjadi ayat penegasan pengharaman riba tapi masih sebatas isyarat
pengharam riba.
c. Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang
berlipat ganda. Ayat ini turun setelah perang uhud yaitu tahun ke-3 Hijriyah.
Istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga
pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja
sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku
umum pada waktu itu adalah berlipat ganda.
52Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 104.
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Firmannya dalam QS. Ali Imron 3: 130.
                
 
Terjemahan:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntungan”.53
Allah secara tegas mengharamkan riba pada ayat ini, namun sifatnya
masih bersifat parsial karena hanya mengharamkan riba yang berlipat ganda.
d. Tahap keempat merupakan tahap terakhir dimana Allah dengan tegas dan jelas
mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba
dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh hutang piutang yang
mengandung riba. Sebagaimana dalam firmannya QS. Al-Baqarah 2: 278-279.
               
                    
  
Terjemahan:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika
kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan
Rasul-Nya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok
53Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 67.
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hartamu. Kamu tidak berbuat Zalim (merugikan) dan tidak dizalimi
(dirugikan)”.54
Pada ayat ini Allah secara tegas melarang semua bentuk riba, baik dalam
bentuk yang besar maupun kecil, dan semua bentuk praktik riba harus dihentikan.
3. Pinjaman Jangka Pendek
Pinjaman jangka pendek ini tetap ada dalam perbankan syariah meskipun
tidak menggunakan pranata bagi hasil didalamnya dan dalam pemberian
pinjamannya tetap terbebas dari penggunaan bunga. Pinjaman jangka pendek
dalam kerangka Islam (perbankan Syariah) dianggap sebagai pinjaman hibah
(qardul hasan) dalam rangka membantu perekonomian khususnya dibidang
indsutri, pertanian, dan perdagangan selama masa-masa sulit.55 Afzalur Rahman
beranggapan pinjaman ini sangat dibutuhkan mengingat para industrialis, dan
pedagang sering mengajukan pinjaman jangka pendek pada masa dimana barang-
barang mereka belum terjual dan mengalami kesulitan keuangan dan pinjaman
berjangka pendek ini akan sangat membantu berbagai pihak untuk mendapat dana
pada masa suram yang pendek itu.56
Tentunya pinjaman ini akan dikembalikan tanpa adanya pemberatan
pembayaran oleh pihak bank dan dilain sisi pihak bank tidak mengalami kesulitan
keuangan. Berbagai alasan yang diberikan sehingga pinjaman ini tidak
menggunakan konsep mudharabah bahwa pinjaman jangka pendek memiliki
waktu yang relatif sangat pendek sehingga sangat sulit bagi peminjam untuk
54Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48.
55Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h, 442.
56Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h. 441.
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menentukan target keuntungan yang akan dibagi dan biasanya pinjaman jenis ini
digunakan untuk keperluan likuiditas. Sedangkan pinjaman yang lebih dari tiga
bulan itu dapat menggunakan dasar bagi hasil karena jangka waktu itu cukup dan
tidak akan mengalami kesulitan untuk menyiapkan perhitungan untung rugi.57
Dilain sisi pinjaman berjangka waktu satu bulan atau dua bulan menurut afzalur
Rahman tidak dikenakan biaya apapun.58 Konteks ini tidak membenarkan pihak
bank memberikan pembebanan biaya terhadap peminjam dalam konteks apapun
karena pihak bank dapat mengambil dana dari deposito maupun tabungan untuk
memenuhi permintaan pinjaman jangka pendek satu atau dua bulan.
4. Konsep Bagi Hasil
Afzalur Rahman dalam melihat konsep bagi hasil khusnya nisbah
keutungan membagi tiga pola hubungan yang terlibat dalam lingkaran tersebut
yakni pemodal, pihak bank, dan pengusaha.59 Pola ini menggambarkan pihak
bank sebagai mediator antara pemodal dan pengusaha dalam alur transaksi bagi
hasil dimana pihak bank melakukan kontrak mudaharabah dengan pemodal dan
pihak bank melakukan kontrak dengan pihak pengusaha dimana hasil keuntungan
yang didapatkan antara pengusaha dan bank juga akan dibagikan pada pihak
pemodal sebagai sumbangsi telah menginvestasikan dananya ke bank untuk
kemudian digunakan pada pihak perbankan. Berbanding terbalik ketika bagi hasil
ini mengalami kerugian, maka dalam pola hubungan ini pihak bank sebagai
57Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h. 443.
58Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h. 445.
59Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h. 411.
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pemodal kedua yang menanggung seluruh kerugian tersebut.60 Bagi pihak
pengusaha sendiri tidak akan mendapatkan apapun dalam hal ini dan menanggung
beban kerja tanpa hasil, dialain sisi pihak pemodal pertama juga tidak
mendapatkan nisbah keutungan dari modal yang disertakannya pada pihak bank.
C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Nejatullah Siddiqi dan Afzalur
Rahman tentang Perbankan Syariah
1. Persamaan Pandangan
a. Penolakan bunga menuju konsep bagi hasil
Litertur tertua tentang riba ditemukan dalam teks Vedic India Kuno (2000-
1400 SM) sebagaimana ditulis oleh Jain dalam Indigenous Banking in India
dimana pemungutan riba (kusidin) disebut berulang kali dan di interpretasikan
sebagai pemberian pinjaman dengan bunga.61 Hal itu ditemukan dalam teks Sutra
(7000-100 SM) dan Jatakas dalam Budha (600-400 SM) bahkan para tokoh
filsafat Yunani kuno dan klasik pun juga sudah memberikan perhatian terhadap
masalah riba ini, seperti Solon yang melarang riba dalam UU Athena Klasik,
Plato dalam The Law of Plato menegaskan bahwa orang tidak diperbolehkan
meminjamkan uangnya dengan rente (bunga), bahkan Aristoteles mengatakan
bahwa uang adalah alat jual beli, sementara hutang merupakan hasil dari jual beli
itu Sedangkan bunga (rente) uang yang lahir dari uang.62 Teori terdahulu baik
60Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi
Islam, vol. 4, h. 410
61Abdul Mughits, “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba”, Jurnal Asy-Syir’ah,
Vol. 43 No. I, (2009), h. 73- 74.
62Abdul Mughits, h. 74.
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dalam kalangan agamawan maupun filosofis kebanyakan menentang dan menolak
penggunaan riba bahkan sebagiannya mempersamakan antara bunga dan riba.
Konsep keilmuan ini kemudian berkembang dan menurun dari generasi ke
genarasi sampai pada generasi pra Islam yang dikenal sebagai Zaman Jahiliyah
dimana konsep pelipatgandaan uang dari pinjaman tumbuh subur yang berakibat
pada pelemahan ekonomi masyarakat kecil yang terlanjur terjerat oleh para
rentenir. Kejadian semacam ini berangsur-angsur mulai hilang seiring datangnya
Islam di daerah tersebut dan berlanjut sampai pada masa kejayaan Islam. Konsep
bunga kemudian muncul kembali sebagai akibat dari imprealisme yang dilakukan
oleh negara barat ke daerah-daerah yang berpenduduk muslim.
Senada apa yang dikatakan oleh Abdullah Saed bahwa pada abad XIX,
barat mulai mendirikan bank berdasarkan bunga di negara-negara Islam.63 Atas
dasar ini muncullah beberapa figur seperti Muhammad Rashid Ridho dan juga
Muhammad Abduh yang berupaya mengakomodasi beberapa bentuk
permasalahan bunga.64 Isu mengenai penggunaan bunga dikalangan Islam
kemudian berkembang pesat dan beberapa kelompok telah menyatakan penolakan
bunga tersebut, sebut saja Ikhwanul Muslimin yang secara terang-terangan
menolak perbankan modern. Ikhwanul Muslimin bahkan menuding bank-bank
63Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 15.
64Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 15.
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modern sebagai pembawa kemiskinan.65 Pasca penolakan terhadap bank-bank
modern yang berorientasi pada bunga maka solusi yang dihadirkan ialah
pembangunan bank Islam yang berorintasi pada bagi hasil. Menurut Abdullah
Saed perkembangan perbankan Islam dipengaruhi oleh:66
1) Hadirnya kelompok neo revivalis yang menghukumi bunga sebagai riba.
2) Melimpahnya kekayaan minyak dibebarapa negara teluk.
3) Penerimaan interpretasi riba untuk dipraktikkan di beberapa negara muslim.
Sekiranya penolakan riba ini juga dikemukakan oleh Nejatullah Siddiqi
yang berpendapat bahwa perbankan modern saat ini yang berlandaskan bunga
lebih condong menguntungkan kaum kapitalis saja, dan telah ditolak karena
dianggap sebagai bank yang tidak islami berdasarkan larangan dari al-Qur’an
dengan penamaan riba, dan ini telah ditafsirkan oleh para ahli hukum Islam
sebagai larangan meliputi semua bentuk bunga, rente, dan sebangsanya.67
Nejatullah Siddiqi menambahkan bahwa gagasan bank tanpa bunga
didasarkan pada konsep hukum Islam syirkah (persekutuan) dan mudharabah
yang secara bertahap berevolusi sehingga menghasilkan model perbankan yang
cukup lengkap diawal dekade 70-an.68 Maka dapat dilihat bahwa solusi yang
diberikan atas penolakan bunga dapat digantikan dengan konsep bagi hasil. Hal
65Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 16.
66Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 14.
67Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. xii.
68Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 12.
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senada disampaikan oleh Afzalur Rahman mengenai peralihan bunga ke bagi hasil
yang menurutnya bahwa bank yang orientasi utamanya memperoleh keuntungan
melalui bunga untuk mendapatkan penghasilan yang besar tanpa memperdulikan
ketimpangan sosial menimbulkan distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak
fair dan adil, mengakibatkan kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir
orang, sehingga menimbulkan masalah sosial, ekonomi dan moral yang serius.69
Dalam hal ini Afzalur Rahman tidak menolak seutuhnya konsep perbankan karena
menurutnya pada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan yang pesat
atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank. Olehnya
itu Perbankan tetap dibutuhakan kata Afzalur Rahman dengan kerakteristik yang
berbeda dengan bunga yakni dengan kerakteristik bagi hasil.
b. Penekanan penanggung kerugian pada konsep bagi hasil
Masalah yang hadir dalam konsep bagi hasil ialah penanggung kerugian
dalam suatu usaha dimana kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh
pemodal tanpa adanya jaminan yang diberikan oleh peminjam yang tentunya ini
merupakan masalah tersendiri dalam perbankan syariah dimana adanya benturan
dalam konsep bisnis dengan literatur fiqhi. Dalam hal ini pihak pemodal
mengalami kerugian yang besar dimana seluruh kerugian ditanggungnya, dan ini
bisa diterima manakala dari kerugian tersebut pihak pemodal dapat mengambil
jaminan dari peminjam yang tentunya meringankan beban pemodal. Abdullah
Saed yang mengutip pendapat Ibnu Rushd berpendapat bahwa jika investor
menuntut adanya persyaratan jaminan beserta ketentuan-ketentuannya  kepada
69Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h. 338.
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mudharib, maka menurut pendapat Imam Malik dan Syafi’i kontrak tersebut tidak
sah.70 Hal ini yang menjadikan dasar para ekonom Islam menolak adanya
pemberian jaminan dalam rangka berjaga-jaga jika suatu waktu usaha mengalami
kerugian. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Nejatullah Siddiqi yang
berpandangan bahwa kewajiban menaggung kerugian dalam suatu kontrak
mudharabah hanya dibebankan pada pemodal saja, dan pihak pekerja tidak
berkewajiban menanggungnya karena modal yang disebarkan oleh pemberinya.71
Nejatullah Siddiqi beralasan bahwa kerugian yang diderita oleh seorang
wiraswastawan akan diserap oleh beberapa laba yang disisihkan oleh bank dari
para wiraswastawan yang berhasil.72
Pendapat serupa dikemukakan oleh Afzalur Rahman bahwa ketika bagi
hasil ini mengalami kerugian, maka dalam pola hubungan ini pihak bank sebagai
pemodal kedua yang menanggung seluruh kerugian tersebut.73 Hal yang berbeda
nampaknya terlihat dalam persyaratan kontrak mudharabah di Faisal Islamic
Bank of Mesir (FIBE) yang jika mudharib terbukti tidak menggunakan atau
memanfaatkan dananya atau tidak menjaga barang dagangan sebagaimana
mestinya berdasarkan ketentuan persyaratan dari pemodal, dan keadaan itu
mengalami kerugian, maka jaminan yang diberikan dijadikan sebagai ganti atas
70Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 97.
71Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 14.
72Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 14.
73Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h. 410.
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kerugian yang dialaminya.74 Ini juga dilakukan oleh International Islamic Bank
For Investment and Development dalam melaksanakan pembiayaan kontrak
mudharabah juga menerapkan persyaratan adanya jaminan dari pihak mudaharib
untuk diberikan kepada bank.75 Dari kasus diatas tergambar jelas bahwa pihak
peminjam selaku pengelola usaha turut andil menanggung resiko kerugian yang
dialaminya dengan jalan jaminan diambil alih oleh pihak bank sebagai konpensasi
atas kerugian yang dialami. Bukan berarti tanpa alasan dalam pengaplikasiannya
pihak bank membebankan kerugian terhadap pengelola usaha, ia beranggapan
bahwa jaminanan tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang
telah dipinjamkan, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa pengelola modal benar-
benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.76
2. Perbedaan Pandangan
a. Penolakan bunga (riba) dalam konteks relasi
Afzalur Rahman memandang bunga tidak dapat diterima melihat pola relasi
yang terbangun antara dua belah pihak antara pemodal dan peminjam dimana
dalam pola tersebut terdapat unsur eksploitasi terhadap peminjam. Dalam hal ini
Afzalur Rahman menolak anggapan kelompok yang menganggap pembolehan
74Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 103; dikutip dalam FIBE (Faisal
Islamic Bank of Egypt),  Contract of  Mudharabah, (Cairo: Mesir).
75Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 103; dikutip dalam IIBID
(International Islamic Bank for Investment and Develovment),, al Tanwil bi al Mudarabah (Cairo:
IIBID),  h. 22.
76Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 103; dikutip  dalam FIBS (Faisal
Islamic Bank of Sudan).
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penggunaan bunga pada sektor ini dengan alasan tidak ada unsur penzoliman dan
ketidakadilan didalamnya. Kelompok ini mendasarkan pendapatnya pada ulama
diantaranya:77
1) Al-Tabari, ketika menafsirkan QS. Ali 'Imran: (130), ia menjelaskan
rangkaian sejarah perilaku orang Arab pra-Islam, yaitu ketika seseorang
memberikan hartanya kepada orang lain sebagai hutang, ketika masa
pembayarannya tiba, karena si pengutang belum bisa mengembalikan
hutangnya dia lalu berkata "beri tangguh aku waktu dan akan kutambah
bagimu". Inilah riba berlipat-ganda yang diharamkan Allah. Sebagaimana
hadis yang diriwayatkan dari Mujahid, bahwa riba ad'afan muda’afah
merupakan riba jahiliyah. Maka berdasarkan hadis ini ia berpendapat
bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba yang sama dengan yang
dipraktekkan di masa jahiliyah, sedangkan riba jenis lain tidak diharamkan
(Al-Tabari, 1325 H : 59).
2) Muhammad Abduh, berpandangan seperti yang dikutip oleh Rida bahwa
tidak masuk dalam hukum riba yang diharamkan, jika seseorang
memberikan hartanya pada orang lain untuk dikelola lalu menetapkan
bagian tertentu baginya dari hasil usahanya kelak karena muamalah seperti
ini menguntungkan kedua belah pihak (pengelola dan pemilik harta).
3) Muhammad Rashid Rida, sebagaimana dikutip oleh Bani Syarif Maula
mengatakan Tidak termasuk dalam pengertian riba jika seseorang
memberikan kepada orang lain sejumlah harta atau uang untuk di
77Muhammad Syarif Hasyim, “Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan
Kontekstual”, Jurnal Hunafa, Vol. 5, No. 1, (April 2008), h. 48.
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investasikan sambil menetapkan kadar tertentu (persentase) baginya dari
hasil usaha tersebut, karena transaksi itu menguntungkan bagi pengelola
dan pemilik harta. Sedangkan riba yang diharamkan adalah yang
merugikan salah seorang tanpa sebab kecuali keterpaksaannya, serta
menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiayaan dan
ketamakan atau berbuat zalim.
Selain itu, dalih yang digunakan untuk memperkuat dalihnya ialah dengan
alasan konsep ini telah masuk dalam ranah kelembagaan dan dianggap bukan
bagian dari riba. Seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Saed yang mengutip
pendapat khan bahwa penerimaan bunga oleh individu dari badan hukum bukan
bagian dari riba karena seorang individu tidak dapat mengeksploitasi sebuah
organisasi yang lebih besar seperti bank.78 Saat ini, hutang tidak identik dengan
penyebab kemiskinan, hal ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan kepentingan
secara luas, dimana hutang dibutuhkan untuk keperluan produksi suatu komoditi
tertentu.79 Lebih lanjut Abdullah Saed mengatakan melalui pinjaman hutang
tersebut akan mempermudah dan mempercepat skala produksi terhadap kebutuhan
konsumen dan pada saat ini pihak peminjam dapat memprediksi mengenai
perkiraan penghasilan yang akan diterimanya yang kemudian hari akan digunakan
78Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 81; dikutip dalam khan, Devine
Banking System, h. 30-32.
79Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 51.
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untuk melunasi hutangnya.80 Pendapat ini baranggapan bahwa ada perbedaan
model pinjaman yang terjadi pada saat ini dengan apa yang terjadi pada masa pra
Islam yang dikemudian hari tidak diterima lagi penggunaannya. Konsep pinjaman
yang terjadi pada masa tersebut terjadi pada lingkup relasi kaum kaya dengan
kaum miskin sehingga ada kemungkinan bagi kaum miskin tersebut tidak mampu
mengembalikan pinjamannya yang berakibat pada peningkatan nilai hutang akibat
keterlambatan pembayaran. Hal inilah yang mengakibatkan konsep bunga
dilarang karena adanya unsur ketidakadilan dan penzoliman pada satu belah
pihak.
Sedangkan pinjaman yang terjadi pada masa sekarang itu dapat
dibenarkan dengan alasan golongan yang meminjam bukanlah golongan miskin
sebagaimana yang terjadi pada masa pra Islam. Pada masa ini golongan yang
meminjam merupakan golangan menengah keatas yang memiliki asset yang
cukup untuk memenuhi kebutuhannya  untuk tujuan produksi sehingga kecil
kemungkinan untuk tidak membayar pinjaman yang diambil. Kasus ini
mengindikasikan tidak adanya unsur ketidakadilan dan penzoliman didalamnya
yang dijadikan alasan utama penolakan terhadap bunga (riba) pada satu belah
pihak. Afzalur Rahman mencoba menjawab permasalahan ini dengan pola relasi
yang sama yakni antara pemodal dan peminjam dengan beranggapan bahwa
dalam pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan, yakni yang memperoleh
keuntungan atau menderita kerugian, jika peminjam mengalami kerugian
80Abdulah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga:
Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, h. 51.
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bagaimana dan dengan landasan apa kreditor dibenarkan dalam penarikan
keuntungan secara tetap setiap  bulannya atau setiap tahunnya.81 Pandangan ini
bertolak belakang dengan pandangan sebelumnya, pendapat ini mengisyaratkan
tidak dibenarkannya penggunaan bunga dalam pola relasi ini, karena meskipun
peminjam sanggup membayar utangnya, ketika peminjam megalami kerugian, ia
tetap harus membayar bunga pinjamanya. Kita tidak dapat menebak suatu usaha
apakah akan mengalami keuntungan atau tidak, akan tetapi pembayaran bunga
secara tetap yang dilakukan secara terus menerus meskipun dalam keadaan sedang
mengalami kerugian, lambat laun pihak peminjam akan mengalami kesulitan
dalam pengembalian pinjamannya. Atas pendapat ini bunga pinjaman tidak
dibenarkan penggunaanya baik masa lampau maupun sekarang.
Berbeda dengan Afzalur Rahman, Nejatullah Siddiqi melihat pola relasi itu
dengan tiga pola yakni, hubungan antara peminjam, pemodal dan masyarakat.
Mengenai persoalan riba bunga dan bank, investor menghadapi suatu
ketidakpastian di mana hasil perusahaannya tidak dapat diramalkan secara pasti,
namun demikian ia wajib mematuhi bank dengan membayar persentase
pengembalian tertentu yang tetap melebihi di atas pokok pinjaman.82 Kemudian
yang kedua menurut Nejatullah Siddiqi bunga yang ditimbulkan oleh pinjaman-
pinjaman bank diperlakukan sebagai suatu pos biaya yang kemudian menaikkan
kurva biaya dan mempengaruhi kebijaksanaan perusahaan atas penetapan harga
produknya serta upah yang ditawarkan kepada para buruhnya, dengan melihat
81Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 3, h.60.
82Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 64
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kurva biaya yang lebih tinggi menunjukkan keseimbangan harga-harga yang lebih
tinggi dengan skala produksi yang lebih kecil.83 Agaknya menarik melihat pola
relasi yang digambarkan oleh Nejatullah Siddiqi dengan memasukkan masyarakat
didalamya, dimana dampak yang terjadi pada penggunaan bunga antara pemodal
dan peminjam tidak saja berefek pada dua belah pihak, akan tetapi masyarakat
kecil turut merasakannya akibat naiknya harga yang mengurangi daya konsumsi
mereka akibat naiknya pos biaya perusahaan.
b. Pembebanan biaya pada pinjaman berjangka pendek
Keberatan terhadap perbankan Islam ialah bahwa tidak semua pembiayaan
dapat dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, sebagaimana pinjaman berjangka
pendek yang tidak memungkinkan adanya persiapan bagi hasil karena sulitnya
menentukan keuntungan dalam periode yang sempit itu. Kiranya alasan ini cukup
beralasan karena kemungkinan akan terjadinya konflik antara peminjam yang
senang dengan meminjam uang tanpa bunga dan ongkos yang kecil yang
berhadapan dengan pemberi pinjaman yang akan ragu-ragu meminjamkan uang,
meskipun untuk waktu yang sangat pendek.84
Mengingat dalam pinjaman ini tidak membolehkan pinjaman dengan bagi
hasil maka pinjaman bebas bunga ini tetap dipergunakan dalam perbankan syariah
dengan mengunakan akad qard. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank
kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah






membutuhkan dana tunai dalam waktu yang singkat. Fasilitas ini dapat
merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah
bertransaksi. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal:85
1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan
pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan
haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
2) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah,
dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank
melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang
ditentukan.
3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan
bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan
skema jual-beli Ijarah atau bagi hasil.
4) Sebagai pinjman kepada pengurus Bank, dimana bank menyediakan
fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.
Pengurus bank akan mengembaliaknnya secara cicilan melalui
pemotongan gajinya.
Bank yang notabenenya bergerak dibidang jasa yang senantiasa
menginginkan laba atau secara implisit dapat dikatakan bergerak dibidang
komersialisasi jasa. Dalam perihal tersebut bank diperkenankan mengenakan
biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-
85Muhammad Nor Abdi, “Praktek Al-Qardh di Perbankan Syariah”, Blog Muhammad
Nor Abdi. https://muhammadnorabdi.wordpress.com/2011/08/06/19/.html ( 20 September 2016).
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MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman
agar membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan
besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qardh, tidak boleh
berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana qardh yang diberikan.86 Ada
perbedaan pandangan dalam hal ini, terkait pembebanan biaya pada pinjaman ini.
Nejatullah Siddiqi berpandangan Meskipun tanpa bagi hasil pinjaman
semacam ini harus tetap disediakan dimana pelunasannya terbebas dari pranata
bunga dan solusi yang dapat ditempuh dalam rangka mendapatkan keuntungan
ialah dengan memungut beban jasa dari peminjam.87 Dalam masyarakat Islam
pinjaman konsumen dapat disediakan untuk tujuan ini, bahkan dalam semua kasus
pinjaman bebas bunga, harus dijamin adanya pelunasan bunga yang pada akhirnya
oleh negara, dan bahkan jika benar adanya pihak peminjam tidak mampu lagi
membayar utangnya, maka pelunasan dapat diambil dari dana yang terhimpun
dari zakat.88 Pendapat ini melegalkan pengambilan keutungan dari proses
peminjaman dana ini dengan memberikan pembebanan ‘laba’ atas pinjaman
berjangka satu bulan lebih yang dihitung berdasarkan tingkat laba tahunan
perusahaan.89 Sedangkan pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Afzalur
Rahman, pinjaman berjangka waktu satu bulan atau dua bulan menurut Afzalur
86Muhammad  Nor Abdi, “Praktek Al-Qardh di Perbankan Syariah”, Blog Muhammad
Nor Abdi. https://muhammadnorabdi.wordpress.com/2011/08/06/19/.html ( 20 September 2016).
87Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 76.
88Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 79.
89Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking, Terj, Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam,
h. 77.
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Rahman tidak dikenakan biaya apapun.90 Jelas bahwa Afzalur Rahman tidak
membenarkan adanya pengambilan keuntungan dari jenis pinjaman ini yang
diambil dari pembebanan biaya. Senada apa yang dikatakan dalam Mazhab Hanafi
bahwa setiap qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika
keuntungan tersebut disepakati sebelumnya.91 Pinjaman jenis ini kiranya
diperbolehkan membebankan biaya pada nasabah dengan catatan dalam
pengambilan tersebut tidak memperoleh keuntungan.
D. Analisis terhadap Pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman
tentang Perbankan Syariah
1. Analisis Pendekatan Pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Afzalur
Rahman
Berbagai pandangan Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman mengenai
perbankan syariah telah diuraikan. Nampak jelas adanya persamaan dan
perbedaan pandangan dalam memandang perbankan syariah, yang tentunya itu
dipengaruhi oleh cara pandang tokoh tersebut. Melihat gagasan-gagasan yang
diutarakan Nejatullah Siddiqi, setiap pandangannya tak terlepas dari analisis
pendekatan ekonomi makro, yakni mengkaji kegiatan ekonomi secara
keseluruhan. Analisis pendekatan ini sangat jelas dalam gagasan-gagasan yang
diutarakannya yang menunjukkan bahwa penggunaan bunga dalam sistem
perbankan modern berimbas pada kestabilan ekonomi secara umum, salah satunya
turunya daya konsumsi masyarakat secara umum akibat naiknya harga-harga di
90Afzalur Rahman, Economic Doctrine of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin
Ekonomi Islam, vol. 4, h. 445.
91Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu, terj. Tim Counterpart Bank
Muamalat, Fiqhi Muamalah Perbankan syariah (Jakarta: PT. Bank Muamalah, 1999), h. 7.
90
pasaran. Tentunya cukup beralasan kiranya Nejatullah Siddiqi dalam analisisnya
menekankan pendekatan ekonomi makro didalamnya. Menelusuri jejak hidupnya
Nejatullah Siddiqi berada dalam lingkungan moderat, ia tercatat sebagai murid
dari Sanvi yang merupakan intelektual muslim moderat, olehnya itu dalam
pengembaraanya dalam mencari ilmu. Dalam analisisnya penulis melihat
Nejatullah Siddiqi selalu mengkaitkan pemikiran neoklasik dengan fiqhi. Yang
berarti bahwa Nejatullah Siddi mencoba memberi identitas keislaman pada teori-
teori konvensional..
Berbeda dengan Nejalullah Siddiqi, Afzalur Rahman juga memiliki
pendekatan tersendiri dalam memandang perbankan syariah. Dalam berbagai
pandangannya Afzalur Rahman lebih menekankan pendekatan fiqhi dalam pisau
analisisnya. tentunya cukup beralasan, mengapa kemudian seorang Afzalur
Rahman lebih menekankan pendekatan fiqhi dalam pisau analisisnya. Jika
ditelusuri jejak lingkungannya, Afzalur Rahman berada dalam lingkungan Islam
tradisionalis yang memungkinkan memberinya pengetahuan terhadap khazanah
klasik Islam yang cukup luas. Oleh karena pengetahuannya inilah yang
mengarahkan pisau analisisnya pada pendekatan fiqhi. Hal ini kemudian diperkuat
dengan karya-karyanya yang lebih bernuansa keagamaan dibanding ekonomi.
Melihat gagasan Afzalur Rahman, penulis beranggapan bahwa pendekatan fiqhi




Bunga merupakan topik utama yang diajukan oleh Nejatullah Siddiqi dan
Afzalu Rahman dalam penolakannya terhadap perbankan modern. Tampak jelas
Nejatullah Siddiqi maupun Afzalur Rahman tidak membenarkan penggunaan
bunga pada sistem operasional perbankan modern. Sebagai solusi perbankan
syariah dengan sistem bagi hasilnya sebagi jalan keluar terhadap penolakan
bunga. Penulis memiliki kesamaan pandangan terhadap Nejatullah Siddiqi dan
Afzalur Rahman yakni penolakan penggunaan bunga pada sistem operasional
perbankan. Dalam tatanan teoritis bahwa tidak ada alasan pembenaran
penggunaan bunga baik yang bersifat produktif maupun konsumtif dengan alasan
adanya ketetapan pengharusan pembayaran meskipun kondisi keungan mengalami
goncangan (rugi). Akan tetapi jika kemudian dikaitkan dengan realitas
penggunaan bunga dapat ditolerir dengan alasan masih kurangnya akses dan
fasilitas yang dapat digunakan yang menghindarkan kita pada penggunaan bunga.
3. Pengambilan Keuntungan pada Pinjaman Jangka pendek
Nampaknya pinjaman jangka pendek merupakan masalah tersendiri dalam
perbankan syariah dimana dalam pinjaman jenis ini tidak diperkenankan
menggunakan akad mudharabah dikarenakan waktu yang terlalu singkat untuk
menentukan target keuntungan yang akan dibagi. Disisi lain pinjaman jenis ini
juga harus disediakan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan pinjaman
jangka pendek. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah boleh pihak
bank mengambil keuntungan dalam pinjaman jangka pendek ini.
92
Kiranya Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman memiliki perbedaan
pandangan mengenai hal tersebut. Olehnya itu penulis tidak ingin terjebak dengan
memihak pada pemikiran salah seorang tokoh tersebut. Sekiranya ada dua hal
yang perlu kita pahami untuk menjawab pertanyaan tersebut, yakni pinjaman yang
bersifat kebajikan dan yang bersifat utang piutang. Dalam pinjaman jangka
pendek yang bersifat kebajikan, penulis menilai bahwa tidak diperkenankan
pengambilan keuntungan pada proses pengambilan pinjaman. Penulis beralasan
jika pemeberian pinjman itu diberikan pada menengah kebawah seperti, kelas
petani yang membutuhkan pinjaman ini, pada saat terjadi masa paceklik ini
membuat para petani kesulitan untuk mengatasi masalah keuangannya dalam
waktu pendek. Juga pada kelas pedagang yang mengalami masalah keuangan
dimana barang yang dijualnya belum laku terjual yang membuat perputaran
modalnya terhambat, maka tidak salah kemudian jika pihak bank tidak mengambil
keuntungan pada pemberian pinjaman jangka pendeknya dimana ini salah satu
orientasi dari pada perbankan syariah diluar orintasi laba yakni orientasi sosial.
Pinjaman yang sifatnya sebatas utang piutang, dimana pinjaman ini
digunakan oleh pihak industrialis yang notabenenya memiliki asset yang cukup
besar. Biasanya pinjaman ini diambil untuk keperluan likuiditas, yang sebenarnya
mereka memiliki kesanggupan untuk membayar kewajibannya, akan tetapi untuk
jangka waktu yang pendek mereka tidak mempunyai dana untuk menutupi
kewajibannya sehingga mereka mengambil pinjaman jangka pendek. Penulis
melihat bahwa dalam pinjaman tersebut bisa mengambil keuntungan melalui
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pembenanan jasa pada peminjam. Kiranya ini cukup beralasan karena pihak
peminjam mampu menutupi beban jasa yang dipungut darinya.
4. Pembebanan Kerugian dalam Bagi Hasil
Hal yang menjadi urgen untuk dibicarakan dalam perbankan syariah saat
ini ialah mengenai masalah pembebanan kerugian yang hanya pada satu pihak saja
yakni hanya pada pihak pemodal. Isu ini juga dibicarakan oleh Nejatullah Siddiqi
dan Afzalur Rahman. Kedua tokoh ini tampaknya seiringan melihat persoalan ini,
yakni pembebanan kerugian pada bagi hasil tetap ditanggung seutuhnya oleh
pemilik modal.
Tentunya ini mengindikasikan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh
pihak peminjam pada pemodal sebagai suatu jaminan bahwa usaha yang akan
dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak. Kiranya pendapat ini perlu
dikembangkan lebih jauh dengan membuka pintu ijtihad dan tidak stagnan pada
pendapat empat mazhab. Penulis beranggapan bahwa konsep mudharabah dengan
penanggungan kerugian pada pihak pemodal saja mengindikasikan adanya
ketidakadilan pada salah satu pihak. Menilik konsep historis, apa yang terjadi
pada konsep mudhrabah pada zaman sahabat memiliki konteks yang berbeda pada
zaman sekarang dimana konsep mudharabah tidak lagi dilakukan oleh dua pihak
saja, melainkan konsep ini telah masuk dalam ranah pelembagaan yang berarti
konsep mudharabah dilakukan lebih dari dua pihak saja. Olehnya itu pembebanan
kerugian seharusnya ditanggung bersama dan tentunya proporsi yang berbeda
juga. Ini dilaksanakan agar supaya memaksa peminjam modal untuk bekerja keras
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dalam menjalankan usahanya dikarenakan adanya suatu kewajiban yang harus
ditanggung apabila lalai dalam menjalankan usahnya. Berbanding terbalik jika
hanya pemodal yang menanggung kerugian tersebut, maka pihak peminjam bisa
saja menggampakan (lalai) usaha yang dijalankan bahkan berpotensi
menyalahgunakan dana yang diberikan meskipun telah mengikuti standar
pemberian pinjaman oleh pihak perbankan. Ini dikarenakan tidak adanya beban
yang dipikul oleh peminjam sehingga membuatnya berbuat demikian. Jika hal ini
terjadi maka bisa saja pemilik modal dalam hal ini perbankan syariah tidak
mampu menutupi kerugian akibat kelalaian suatu usaha dan apabila kejadiian






Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbankan syariah (studi
perbandingan pandangan antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman), maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman dengan tegas mengkritik
penggunaan bunga dalam perbankan moderen dan menjadikan mudharabah
sebagai solusi pengganti bunga yang menjadi ciri khas dalam perbankan
syariah.
2. Memandang perbankan syariah, Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman
memiliki kesamaan pandangan mengenai perbankan syariah yakni sebuah
peralihan dari pranata bunga ke pranata bagi hasil. Kedua adalah kesamaan
pandangan mengenai penanggung kerugian pada konsep bagi hasil dimana
pemodal yang menanggung keseluruhan kerugian yang dialami dengan
alasan kerugian dapat ditutupi dengan laba yang didapatkan oleh
wirswastwan yang lain. Sedangkan Perbedaan yang paling mendasar antara
Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman dalam memandang perbankan
syariah ialah pertama, cara pandang penolakan bunga. Nejatullah Siddiqi
melihat proses pelarangan riba dengan tiga pola hubungan yakni pemodal,
peminjam, dan masyarakat yang turut merasakan imbas dari penggunaan
bunga yang berakibat pada penurunan daya konsumsi masyarakat.
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Sedangkan Afzalur Rahman hanya melihat pola hubungan itu dengan dua
pola yakni antara pemodal dan peminjam dimana terdapat unsur ekploitasi
pada satu pihak pada pola itu yakni peminjam. Yang kedua, mengenai
masalah pinjaman jangka pendek. Nejatullah mensyaratkan adanya
pengambilan keuntungan pada pinjaman ini melalui pembebanan jasa dan
laba yang diperhitungkan berdasarkan laba tahunan perusahaan. Sedangkan
Afzalur Rahman tidak mensyaratkan pengambilan keuntungan pada
pinjaman jenis ini, dengan alasan pinjaman ini dapat diambil melalui dana
cadangan.
3. Dalam analisisnya memandang perbankan syariah Nejatullah Siddiqi
menekankan pendekatan ekonomi makro, yakni mengkaji kegiatan
ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan Afzalur Rahman lebih
menekankan pada pendekatan fiqhi dalam pisau analisnya dalam
memandang perbankan syariah. Persoalan bunga bank, penulis sependapat
dengan Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang tidak adanya alasan
penggunaan bunga pada tatanan teoritis, namun penulis beranggapan hal ini
dapat ditolerir karena kurangnya akses untuk menghindari penggunaan
bunga. Dalam analisisnya mengenai pinjaman jangka pendek Nejatullah
Siddiqi membolehkan pengambilan keuntungan sedangkan Afzalur
Rahman  tidak mengamini pengambilan keuntungan. Dimana penulis
beranggapan bahwa dalam pinjaman yang bersifat kebajikan dapat diambil
keuntungan dengan alasan pinjaman di kuhuskan pada petani dan pedagang
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yang mengalami masalah keuangan untuk perputaran modalnya. Sedangkan
pinjaman yang sifatnya utang piutang dapat diambil keuntungan dengan
alasan pinjaman ini terkhusus pada perusahaan untuk keperluan likuiditas.
Pendapat Nejatullah siddiqi dan Afzalur Rahman mengenai penanggungan
kerugian hanya ditanggung oleh pemlik modal saja cenderung stagnan pada
pemikiran empat mazhab, dan seharusnya penanggungan kerugian
ditanggung bersama antara pemodal dan peminjam dengan alasan
jaminanan tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang
telah dipinjamkan, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa pengelola modal
benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam
kontrak.
B. Saran
Adapun saran yang diberikan penulis bagi pengembangan topik penelitian
penulis adalah:
1. Perlu adanya studi komparasi lanjutan mengenai pandangan tokoh-tokoh
lainya mengingat masih banyaknya perbedaan pandangan terhadap
perbankan syariah guna mampu melihat pandangan yang lebih cocok dan
mampu memberi kreatifitas terhadap pengembangan produk untuk
digunakan dalam operasional perbankan syariah.
2. Penyegaran terhadap perbankan syariah mesti dilakukan dengan melakukan
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